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ABSTRAK

Penglitian ini bertujuan untuk menganalisis ~ faktor - faktor yang
mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa
Tengah selama kurun waktu 1998 — 2001.

Jenis data yang digunaken dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari Badan Pusat Statistik ( BPS ), Dipenda , Biro Perekonomian Propinsi
Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data pooling, yaitu gabungan antara data
runtut waktu { Tine series ) selama 4 ( empat ) tahun yaitu tahun 1998-2001 dan
data silang tempat ( Cross Section ) dari 35 kabupaten / kota di Propinsi Jawa
Tengah, sehingga diperoleh 140 obyek penelitian. Metode analisis yang digunakan
adalah metode analisis regresi berganda .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita , jumlah
wisatawan , investasi pemerintah dan daya listrik tersambung berpengaruh positif
dan signifikan terhadap penerimaan pajak , sedangkan pengaruh jumlah hotel tidak
signifikan terhadap penerimaan pajak.
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ABSTRACT

This abstract are purposely to amalyzes ail the factors of which affected the
regional tax earnings of regencies and cities of Central Java Province in 1998 - 2001
periods of time, ‘

. The data of which this research used are the secondary one, that have been
coliected from Statistical Center Organization ( BPS / Badan Pusat Statistik ) ,

kabupaten / cities in Central Java Province, so have 140 research object the pooling
technique are used to examine the samples that have been collected. The analysis
method applied in this research with multiple regression analysis .

This research resulted in and show that the annual eamnings , total tourist
( foreign and domestics ) which come in Central Java tourists sites, government’s
investment, and electricity power that connected to industrial and public consumers
have a significant and positive effects on the tax earnings, and the other independent
variable, which is the sum of hotels in Central Java Province, are not significant to
the regional tax earnings.
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BAB I
PENDAHULUAN

. Latar Belakang.

Pembangunan daerah diartikan sebagai  bagian integral dari
pembangunan nasional, dilaksanakan melalui otonomi daerah dan
pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi
peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil
guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta
pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang No. 25
tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah).

Diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah,
maka daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur daerahnya
sendiri termasuk pembiayaan atas pengeluaran yang terjadi.

Kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah sebagai daerah - daerah
otonom dituntut mampu membiayai pengeluarannya dari sumber-sumber
penerimaan yang ada di daerah tanpa tergantung pemerintah pusat at%iﬁ
pemerintah propinsi dan diberikanl sumber - sumber keuangan untuk
membiayai pengeluarannya, antara lain Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri
dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari perusahaan daerah,
penerimaan dinas - dinas dan pendapatan lain- lain yang merupakan sumber

pendapatan murni daerah sebagaimana di atur 'dalam UU No 34 tahun 2000
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Untuk mengetahui kondisi nmum PAD Kabupaten / kota di Propinsi
Jawa Tengah, dapat dilihat pada realisasi PAD Kabupaten / kota di Propinsi
Jawa Tengah dari tahun ke tahun (selama sepuluh tahun terakhir ),

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Kontribusi PAD dalam Penerimaan Daerah
35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah
( dalam ribu rupiah )

Tahun Penerimaan [PAD Kontribusi
1992/1993 650657748 137.033.155 21,08%)|
19931994 758520069 156.646.445] 20,65%)
1994/1995 913522963 195.903.898 21,44%

1995/1995 10684523320 231.638.27 21,68%
1996/1997 1493352640 260.302.589  17,43%
1997/1998 2041363455 295.221.864] 14,469
1998/1999 2582687873 336.661.1620  13,00%
1999/2000 3451911469 377.881.488 10,959

2000 3181656560 365.958.442  11,50%

2001 8119924529 678.949.049] 8,36%

Sumber : Statistik Keuangan Daerah 1992-2003 (diolah )

Dari Tabel 1.1 , kontribusi PAD pada sepuiuh tahun terakhir sejak
tahun 1992/1993 sampai dengan tahun 2001 dalam penerimaan daerah pada
35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah semakin menurun, angka
tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 21,68 % dan terus
menurun pada tahun-tahun berikutnya walaupun secara nominal meningkat
dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 13,71 % pertahun |

Dari PAD yang ada, kontribusi sektor ﬁéjak daerah dalam struktur

PAD dapat dilihat pzda Tabel 1.2 .

ot = e g [ E S % s g et s e s T =T S S s e



Tabel 1.2

Kontribusi Pajak Daerah Dalam PAD Kab/Kota
diPropinsi Jawa Tengah Tahun 1992 s/d 2001

( dalam Ribu Rupiah )
Pajak

Tahun PAD Daerah Persentase
1992/1993 137.033.1565 | 30.744.337 22,44%
1993/1994 156.646.445 | 38.448.430 24.54%
1894/1995 195.903.898 | 51.265.386 26,17%
1995/1996 231.638.277 | 61.214.033 28,43%
1996/1997 260.302.589 | 74.731.085 28,71%
1997/1998 295221664 | 82,876.911 28,07%
1998/1999 335.661.162 | 97.894.999 29,16%
1999/2000 377.881.486 | 132.26B.489 35,00%
2000 365.958.442 | 124.282.901 33,96%
2001 678.949.049 | 200.308.875 29,50%

Sumber : Statistik Keuangan Daerah 1992-2001 (diolah )

Dari Tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa dukungan sektor pajak daerah

dalam struktur PAD masih sangat rendah. Alfian Lains (1985) menyatakan

bahwa rendahnya kontribusi pajak daerah dalam PAD disebabkan

terbatasnya wewenang daerah untuk memungut pajak daerah sebagai akibat

telah dijadikannya pajak — pajak yang cukup besar hasilnya didaerah

sebagai pajak sentral dan dipungut oleh pemerintah pusat. Disamping itu,

relatif rendahnya pajak daerah erat pula kaitannya dengan pendapatan

masyarakat yang masih rendah. Dalam Tabel 1.3 dapat dilihat besar

pendapatan asli  daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten / Kota se

Propinsi Jawa Tengah.
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Dari Tabel 1.3, pendapatan sektor pajak daerah dari 35 kabupaten /
kota di propinsi Jawa Tengah terlihat adanya kecenderungan meningkat dari
tahun ke tahun. Pendapatan tertinggi dicapai tahun 2001 dan pada hampir
semua daerah mengaiémi penurunan pada tahun 2000. Penurunan tersebut
disebabkan adanya perubahan tahun anggaran yang tadinya dimulai setiap 1
April s/d 31 Maret tahun berikutnya berubah menjadi 1 Januari s/d 31
Desember tahun yang sama. Tahun 2000 yang merupakan tahun dimulainya
perubahan tahun anggaran tersebut dihitmg dari 1 April 2000 s/d 31
Desember sehingga data terlihat menurun. Pada tahun 2001, pendapatan
sektor pajak kembali tercatat meningkat cukup tinggi

Apabila pendapatan pajak daerah tefsebut dituangkan dalam bentuk
grafik ( Grafik 1.1), akan terlihat bahwa tingkat pendapatan pajak daerah
pada Kabupaten / kota se propinsi Jawa Tengah memiliki kecenderungan
meningkat dan mencapai titik tertinggi tahun 2001. |

Namun peningkatan pajak daerah tersebut tidak dengan sendirinya
menunjukkan peningkatan kontribusinya dalam PAD karena sebagaimana
tersebut di atas kontribusi tertinggi yang dicapai pada tahun 1999/2000
hanya sebesar 35 %.

Kondisi kenangan daerah sebagaimana _tﬁ:rsébut di atas merupakan
karakteristik kondisi_ kéuangan negara sedang berkembang termasuk
Edonesia yang sel;gigahnana disebutkan oleh Harold A Aldefer ( 1964 )
dalam Alfian Lains (15;85) . Karakteristik tersebut antara lain karena

kontribusi pajak daerah dan PAD terhadap penerimaan daerah total sangat
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kecil karena hampir semua pajak daerah telah dijadikan pajak sentral dan

dipungut oleh pemerintah pusat.

Gambar 1.1.
Tingkat Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten / Kota Se Propinsi Jawa Tengah

Tahun 1992 s/d 2001
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Sumber : Statistik Keuangan Daeragh 1992-2001

Pada tahun 2000, diberiakukan UU no 34 tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi daerah. Pemberlakuan Undang — undang tersebut
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah, yang pada
akhirmmya mampu meningkatkan PAD secara signifikan. Sejauhmana
pengaruh UU tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut ,namun bila
dilihat tingkat pertumbuhannya,pertumbuhan pajak daerah selama sepuluh
tahun terakhir masih sangat fluktuatif sebagaimana terfihat dalam Gambar
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1.2

Gambar 1.2.
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten / Kota Se Propinsi Jawa Tengah
Tahun 1992 s/d 2001
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Sumber : Statistik Keuangan Daerah 1992-2001

Melihat masih begitu fluktuatifnya tingkat pertumbuhan pajak daerah
pada tahun 2001 di 35 Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah, perlu
dianalisis faktor faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pajak daerah
tersebut .

Rumusan Masalah.

Pajak daerah merupakan-salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi
kabupaten / kota di Jawa Tengah yang cukup potensial. Namun demikian
kontribusinya terhadap PAD masih cukup rendah, bahkan cenderung
mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Oleh sebab itu sangat
menarik untuk mengkaji sejauhmana faktor — faktor yang mempenganthi

penerimaan pajak daerah bagi kabupaten / kota di Jawa Tengah.

e




1.3.

Apabila pendapatan yang berasal dari pajak daerah ( R ) dipengaruhi
oleh tingkat pendapatan per kapita masyarakat, jumlah wisatawan yang
mewakili pajak hotel dan restoran, pengeluaran pemerintah daerah sebagai
bentuk peranan pemerintah daerah dan jumlah energi listrik yang
tersambung ﬁewakﬂi pajak penerangan jalan, maka dapat dirumuskan
bahwa pajak daerah merupakan fungsi pendapatan perkapita
( PP ) , jumigh wisatawan ( W ), jumlah hotel ( H ) , pengeluaran
pembangunan pemerintah daerah ( IG ) dan daya Ijstrik yang digunakan oleh

masyarakat ( DL ), maka penulis ingin tnelihat bagaimana pengaruh

~ pendapatan perkapita, jumiah wisatawan, jumiah hotel, pengeluaran

- pembangunan pemerintah daerah dan daya listrik tersambung yang ada

terhadap pajak daerah yang merupakan salah satu unsur dari PAD di Jawa
Tengah pada tahun 1998 -2001
Tujﬁan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengidentifikasi  faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan
pajak daerah Kabupaten /Kota di Propinsi Jawa Tengah .
2. Menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi penerimaan

pajak daerah Kabupaten /Kota di Propinsi Jawa Tengah

. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi
penerimaan pajak daerah di propinsi Jawa Tengah tahun 1998 s/d 2001 ini

diharapkan dapat bermanfaat sebagai :




10

Bahan masukan pengambﬂ keputusan dan pembuat kebijakan yang
berkaltan dengan pembangunan daerah dan pendapatan daerah. \

Menambah khasanah kepustakaan , memperluas pengetahuan dan
wawasan bagi penulis_ serta yang berminat meneliti dibidang ekonomi,
kbususnya yang berkaitan dengan konsentrasi pembangunan

perekonomian daerah.




BAB IL
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1.Tinjauan Pustaka.
 2.11. Pajak.

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pungutan wajib,
biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan
wajib kepada negara / pemerintah sehul—);mgan dengan pendapatan,
pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Menurut Adriani-( Sudarsono, 1994 ), pajak adalah iuran kepada
negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung
dapat ditunjﬁk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran  umum, berhubung dengan tugas negara  untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

Smects (Sudarsono, 1994 ), menyatakan bahwa Pajak adalah prestasi
kepada pemerintah yang terhutang menurut norma — norma umum yang

dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukkan dalam hal
yang individual ; maksudnya adalah untuk membiayai penge]uaran
pemerintah, sementara menurut Mangkogsoebroto ( 1998), pajak adalah
pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah, pungutan tersebut
didasatkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada
subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat

ditunjukkan penggunaannya.
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Pierson dalam buku Amin Widjaja Tunggal ( 1995 ), mengartikan
pajak sebagai sumbangan wajib kepada keuangan umum yang tidak
merupakan pembayaran langsung terhadap Jasa yang diberikan oleh negara
kepada si pembayar pajak.. |

Menurut Rochmat Soemitro ( Tjahjono dan Husein, 1993 ) Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara ( Peralihan kekayaan dari sektor
partikelir ke sektor pemerintah ) berdasarkan undang-undang ( dapat
dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal balik ( tegen prestatie )
yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum. Definisi tersebut kemmdian disempurnakan pada saat
pidato di depan wisuda sarjana Universitas Parahyangan yang kemudian
dicantumkan dalam buku Pajak dan Pembangunan sebagai berikut : Pajak
adalah peralihan dari pihak ketiga kepada kas negara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang
merupakan  sumber utama untuk membiayai public  investment”
( Tjahjono dan Husein, 1993 ).

Definisi yang lain dikemukakan oleh Djajadiningrat (Tjahjono dan
Husein, 1993) sebagai berikut : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan
sebagian dariﬁada kekayaan ke kas negara discbabkan suatu keadaan .

Kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

-sebagai hukuman, :nenurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung

untuk memelihara kesejahteraan umum,
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Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat dipahami beberapa ciri-

ciri pajak sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara ( pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah ), berdasarkan kekuatan undang- undang serta
aturan pelaksanaannya,

2. Dalam pembayaran pajak tersebut dapat ditunjukkan adanya
kontra prestasi individu oleh iﬁémerintah atau tidak ada
hubungaii langsung antara jumleh pembayaran pajak dengan
kontra prestesi secara individu.

3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra
prestasi dari negara.

4.  Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih
surplus digunakan untuk »Public investment”.

5. . Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan
perbuatan yané memberikan kedudukan tertent_u pada seseorang.

6.  Pajak dapat pula mempuﬁyai tujuan yang tidak budgeter yaitu
mengatur ( Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein, 1993).

7. Fungsi pajak : sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan
untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun
pengeluaran pembangunan.

Dalam sistem keuangan negara, pajak merupakan bagian yang cukup

penting sebagai penerimaan negara dalam anggaran ( budget ) suatu negara

( Pandiangan,2002 ). Indonesia telsh lama menempatkan pajak sebagai

T a1 | ettt b TR Y
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sumber penmerimaan negara. Dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat ( 2 )

diamanatkan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan

Undang Undang”, Ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan para

pendiri negara ( founding fathers ) telah menempatkan pajak dalam konstitusi

negara. Walaupun penarikan pajak akan mengurangi daya beli masyarakat

namun pada akhirnya paj‘ak digunakan kembali oleh pemerintah untuk

membiayai pengeluarannya, sehingga disini peran pajak untuk menjaga

kestabilan ekonomi sangat penting  ( Miyasto dkk,1990 ) oleh karenanya

sangat diperlukan struktur pajak yang baik .

Dalam perkembangannya, untuk menyesuaikan pajak dengan iklim

dan kondisi perekonomian negara, pemerintah melakukan reformasi terhadap

perpajakan baik atas pajak pusat / nasional maupun pajak daerah. Reformasi

pajak adalah proses perubahan atas sistem perpajakan yang ada yang tidak

atau kurang sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem

yang lebih baik (Sutrisno, 1998 dalam Sriyana 1998 ). Salah satu tujuyan

reformasi perpajakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan penerimaan

pemerintah dari sektor perpajakan untuk mengurangi defisit APBN

Lumbantoruan,1997 ), disamping untuk menciptakan suatu sistem pajak yang

lebih sederhana, lekih meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan

untuk meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara,

Mengenai pajak yang baik, jika memenuhi syarat ~ syarat tertentu

seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith , bahwa suatu peraturan pajak

yang adil harus memenuhi empat syarat yaitu :

o - S e e e R T e e e s
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1. Equality and equity ( kesamaan dan keadilan )

Artinya bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada
dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. Certainty ( kepastian hukum )

Artinya dalam membuat undang - undang dan peraturan —
peraturan yaxig mengikat umum, harus diusahakan supaya
ketentuan yang dimuat dalam mdaﬂg—undang adalah jelas, tegas
dan tid:ak mengandung arti ganda atau memberikan peluang
untuk ditafsirkan lain.

3. Convenience of Payment { Ketetapan )

Artinya pajak harus dipungut pada saat yang tepat , yaitu pada
saat wajib pajak mempunyai uang , ini akan mengenakkan wajib
pajak ( convenient )

4. Economics of collection

Artinya dalam membuat Undang — Undang pajak yang baru,
para' konseptor wajib mempertimbangkan bahwa biaya
pemungutan harus relative kecil dibanding dengan uang pajak
yang masuk ( Rochmat Soemitro, 1990 : 15-27 )

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak
diorientasikan kepada penanganan serta pelaksanaan yang tidak
memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal
tersebut dapat menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk

membayar jumlah pajak yang terhutang.

T B e et -2 o T Ll
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Pemerintah dalam melakukan pungutan pajak didasarkan atas :

1. Benefit approach atau pendekatan manfaat , merupakan dasar
fundamental atau dasar filsafati ( filosofis } yang membenarkan
Negara mengadakan pemungutan pajak sebagai pungutan yang

‘dapat dipaksakan dalam arti mempunyai upaya pemaksa untuk
melaksanakanhya.

2. Ability of pay approach atau pendekatan kemampuan adalah
pendekatan individual terhadap setiap orang atau setiap warga
Negara sebagai wajib pungut ( termasuk wajib iuran ).
Berdasarkan pelaksanaan azas keadilan dalam perpajakan yang
harus selalu diterapkan dalam setiap aspek penerimaan ataupun
pengelvaran pemerintah ( fustitia distributive , lustitia egalitaris,
lustitia protektiva, dan lain- lain, maka harus melihat warga

Negara dari segi kemampuannya ) ( Sutrisno, 1982 : 155-156 ).

2.1.2 Fungsi dan Sistem Pemungutan Pajak
Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam selurub bidang
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi
harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan
i)msarana serta sumberdaya manusia sesuai dengan kewenangan yang
diserabkan. Penyelenggaraan otonomi daerah itu menurut kemampuan
pemerintah daerah untuk dapat menggali potensi ekonomi di daerah dengan

harapan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dana
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pembangunan yang dibutuhkan vmtuk membiayai pengeluaran pemerintah
tentunya harus diimbangi dengan penerimaan pemerintah. Pengeluaran
pemerintah tersebut, membutuhkan biaya yang semakin bertambah sehingga
pemerintah harus mengusahakan sumber pendanaan yang berasal dari pajak
atau pungutan lainnya. Penerimaan pajak diharapkan menjadi andalan dari
penerimaan dalam negeri,. sehingga dapat memperkuat kemandhian daerah
dalam membiayai segala kegiatan pembangunan dengan mengandalkan pajak
sebagai tulang punggungnya.

Untuk | dapat merealisasikan tujuan pembangunan perlu banyak
memperhatikan sumber — sumber pendanaan yang memadai. Salah satu
usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu menggali sumber dana
yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak dilihat dari pemungutannya menurat Brotodiharjo ( Mardiasmo ,
2000 ) mempunyai dua fungsi :

1. Fungsi Budgeter

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan
pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan
untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas
Negara / daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka
membiayai seluruh pengeluaran rutin  dan pembangunan

pemerintah pusat / daerah.
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2. Fungsi pengaturan ‘

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat /
daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor
keuangan negara / daerah | konsep ini paling sering
dipergunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua. Jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami
atau dimengerti behwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan anggaran
pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah
pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-
banyaknya dalam rangkél membiéyai pengeluaran rutin dan pembangunan
pemerintah pusat / dacrah

Adapun sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu
( Waluyo dan Wirawan,1999 )

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
weweﬁang kepada pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan
besamyzi pajak yang terutang, Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang
berada pada fiskus.

b.  Wajib pajak bersifat pasif

¢.  Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan

pajak oleh fiskus,
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2. Self Assesment System
Adalah svatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang, Ciri- cirinya :
a.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada wéjib pajak sendiri.
b.  wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yaiig terutang
c. ‘Ij"_i,skus tidak ikut campur, hanya mengawasi
3. Withhc;lding System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada piha ketiga ( bukan fiskus dan bukan wajib
pajak yang bersangkutan ) unftuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak. Cirinya adalah wewenang
menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga,

pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan adalah hasil pencaharian ( usaha dan sebagainya ),
perolehan atau sesuatu yang didapatkan ( dibuat dan sebagainya ) yang
sebelumnya belum ada. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas wilayah tertentu yang berlaky, berwenang dan

berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam
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Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang undangan

yang berlaku ( Poénvodamlinto , 1976 ).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari
sumber — sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah,
bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain,
Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembangunan daecrahnya

masih mengalami kendala berupa rendahnyz kemampuan daerah dalam.

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Indikator rendahnya

kemampuan daeralil..dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks
Kemampuan Rutin daeﬁh (IKR) yang diperoleh dari besarnya perubahan
PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang
sama ( Radianto, 1997:42),

Pengertian PAD menurut JB. Kristiadi (1985) adalah pendapatan
daerah yang bergantung pada keadaan ekonomi pada umumnya dan potensi
dari sumBer — sumber PAD itu sendiri.

Sedangkan menurut Alfian Lains (1985) PAD adalah penerimaan rutin
didalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan sumber PAD itu
sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan
daerah, penerimaan dinas — dinas dan Iain — lain.

Rendahnya angka PAD dapat menunjukkan masih tingginya tingkat
ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan
masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan

pembangunan ( Jaka Sriyana , 1999 ) walaupun seberapa besar peranan PAD
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yang ideal juga masih sulit dijawab karena belum ada pedoman yang pasti
untuk menentukan besarnya PAD yang ideal bagi svatu daerah ( Munawar
Ismail , 2001 ). Hal tersebut dikarenakan faktor — faktor yang mempengaruhi
derajat kemandirian daerah terus berkembang .
Widayat ( 2000 ) mengemukakan faktor — faktor yang
mempengaruhi rendahnya PAD Pemerintah Kabupaten / Kota antara lain -
1. Banyak sumber pendapatan Kabupaten / Kota yang besar tetapi
digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya Pajak Kendaraan
Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan. 4
2. BUMD belum banyak bisa memberikan keuntungan kepada
Pemerintah Daerah
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,
retribusi dan pungutan lain.
4.  Adanya kebocoran ~ kebocoran
5.  Biaya Pungut yang masih tinggi
6.  Banyak Peratoran Daerah yang perlu disesuaikan dan
disempurnakan
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih
rendah, )
Menurut Munawar Ismail ( 2000 ) rendahnya PAD dalam struktur
penerimaan daerah diéébabkan karena sumber — sumber yang masuk dalam
kategori PAD umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah.

Sumber potensial di daerah sudah diambil oleh pusat sebagai sumber
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penerimaan pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber —sumber

yang kurang potensial. Sebab yang lain adalah belum intensifaya
pelaksanaan pajak dan retribusi daerah

Jaka Sn'yana (1998) menyatakan bahwa proses peningkatan PAD

. ditentukan oleh bermacam aspek dan keterkaitan kegiatan ekonomi antar

sektor,

2.1.4. Pajak Daerah
| Pajak daerah sesuai pasal 1 angka 6 UU No. 34/2000 adalah 1uran
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan pembangunan Daerah,
Menurut Soemitro ( 1988 ) | pajak dacrah adalah pungutan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang telah
ditetapkan untuk pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan publik,
sedangkan mengenai lapangan pajak daerah adalah pajak yang belum
dipungut oleh pemerintah pusat juga terhadap hql — hal yang pada umumnya
mempunyai sifat kedaerah.
(Hirawan, 19.5'15 menyatakan pajak daerah adalah pungutan menurut
peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah

tangganya sebagai badan hukum publik.
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Dalam Ensiklopedi Perpajakan Indonesia ( Lumbantoruan, 1997 ),
Pajak Daérah diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat
daefah untuk pembiayaan rumah tangganya.

Menurut Davey ( 1998 ) Pajak Dﬁerah adalah pajak yang dipungut oleh
daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk
kepentigan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik dan
digolongkan menjadi dua macam sesuai dengan pembagian administratif
yaitu :

1. Pajak Daerah

2. Pajak Daerah kabupaten /kota

Sedangkan Devas ( 1989 ) menjelaskan bahwa pajak daerah diartikan
sebagai berikut :

1. .Pajak yang dipungut oieh pemerintah daerah dengan pengaturan

dari daerah sendiri.

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi

penetapan tarifinya dilakukan pemerintah daerah

3. Pgak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah

daerah,

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasi oleh pemerintah pusat

tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan
dengan atau dibebani puﬁgutan tambahan ( opsen ) oleh

penterintah daerah.
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Penerimaan pemerintah diartikan sebagai penerimaan pemerintah
dalam arti seluas — luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak.
Sesuai kewenangan memungut pajak, maka pajak dibedakan menjadi 2 yaitu
: pajak Negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pengertian pajak daerah
sama dengan pengertian pajak pusat, namun terdapat beberapa perbedaan
yaitu ;
1. Pajak Negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat
( oleh direktorat jendral pajak) |

2, Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan dengan peraturan
daerah atau merupakan pajak Negara yang pengelolaannya dan
penggunaannya memang khusus diserahkan kepada daerah.

Pajak daerah mempunyai tolok ukur yang oleh Nick Devas dkk (1989 )
dinyatakan antara lain : |

1. Hasil ( Yield)

Memadﬁ tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan
berbagai layanan yang dibiayainya , stabilitas dan mudah
tidaknya memperkirakan besar hasil itu ; dan elastisitas terhadap
inflasi , pertumbuban penduduk dan sebagainya , juga
perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan ( Equity )

Dasar pajak dan kewajiban membayar pajak harus jelas dan
tidak sewenang — wenang , pajak bersangkutan harus adil secara

horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara
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berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan
ekonomi yang sama ; harus adil secara vertikal artinya kelompok
yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar tidak
banyak memiliki sumber daya Aekonomi ; dan pajak itu haruslah
adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada
perbedaan — perbedaan besar dag séwenang— wenang dalam
beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika
perbed{fé;l ini mencerminkan perbedaan dalam cara peny;:diaan
layanan masi}arakat.

Daya guna ekonomi ( Economic Efficiency )

Pajak hendaknya mendorong ( atau setidak —tidaknya tidak
menghambat ) penggunaan sumber daya secara berdaya guna

dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan

- konsumen dan pilihan produsen menjadi salah satu arah atau

orang menjadi segan bekerja atan menabung dan memperkecil
“beban lebih “ pajak.

Kemampuan melaksanakan ( Ability to implement )

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan , dari sudut kemanan
politik dan kemauan tata usaha.

Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah ( Suitability as a
local revenue source ) .

Harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan |

- dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan
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tempat akhir beban pajak ; pajak tidak mudah dihindari dengan
cara memindahkan obyek pajak dari suatn daerah ke daerah
lain: pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan —
perbedaan antara daerah , dari segi pot_ensi masing-masing, dan
pajak hendaknya tidak menimbulkaii beban yang lebih besar dari
kemampuan tata usaha pajak daerah.

Berdasarkan ;eod ) perpajakan , Musgrave and Musgrave ( 1989) ;
Anwar Shah ( 1994 ), besar kecilnya penerimaan di sektor pajak akan sangat
ditentukan oleh (1) Pendapatan perkapita, (2) Jumiah penduduk, baik pusat
maupun daerah . Apabila pendapatan rata-rata meningkat maka perubahan
dalam pola konsumsi bagi perekonomian secara keseluruhan akan terjadi
yang berakibat pada penerimaan pajak. Jadi pendapatan perkapita
belpengarﬁh (-+ ) / positif terhadap penerimaan pajak daerah. Begitu pula
dengan jumlah penduduk, disini dibatasi dengan jumlah penduduk yang
bekerja. Penduduk bekerja berarti memiliki pendapatan sedangkan
pendapatan telah diterima secara luas sebagai ukuran untuk menentukan
kemampuan membayar pajak sehingga dikatakan bahwa jumlah penduduk
berpengaruh positif terhadap peneriinaan pajak daerah.

Agus Wantara ( 1997 ) inengatakan bahwa besar kecilnya penerimaan
di sektor pajak juga dipengaruhi /. laju inflasi dan 2. laju wisatawan
asing/domestik . Pembangunan yang mengatasi pengangguran besar-besaran
dan penggunaaﬁ modal yang sangat rendah tidaklah mampu menyediakan

output yang dibutuhkan secara cepat, dalam keadaan demikian kenaikan
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tingkat pengeluaran cenderung tercermin pada kenaikan harga, Karena
diperkirakan kebijakan fiskal yang cermat untuk menghindarkan inflasi. Di
pihak lain, inflasi juga bisa timbul karena hal hal lain diluar kebijakan
stabilisasi ( Richard A Musgrave ~ Peggy B Musgrave, 1991 hal 491-492).
Oleh karena itu dengan adanya laju inflasi atau prosentase perubahan tingkat
harga maka dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap
penerimaan pajak. Disini pemerintah cenderung memutuskan untuk
menyerap kenaikan output tanpa menaikkan pajak sehingga permintaan
agregat meningkat ( inflasi akibat permintaan / Demand Pull Inflation ).
Begitu pula dengan kenaikan biéya secara tiba - tiba jika didukung oleh
perluasan pemerintahan, maka akan mendorong kenaikan harga dan
selanjutnya mengakibatkan kenaikan upah (yang diperlukan untuk
mengimbangi biaya atau disebut inflasi akibat biaya / Cost Pusk Inflation ).
Inflasi atau invisible tax adalah cara lain untuk membiayai suatu
pembangunan daerah. Inflasi diartikan sebagai keadaan dimana harga-harga
umum meningkat secara terus menerus. Dengan kenaikan harga umum itu
berarti bahwa semua unit ekonomi ( konsumen.maupun produsen ) akan

membeli barang dengan jumlah yang lebih sedﬁcit tetapi dengan pengeluaran

.rupiah yang sama, oleh karena itu inflasi dapat diartikan sebagai pajak yang

tidak tampak ( invisible tax ).
Laju wisatawan asing dan domestik akan berpengaruh pada

penerimaan pajak daerah karena wisatawan merupakan subyek pajak
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terutama dari hotel dan restauran yang melakukan pembayaran ( PP no 65 /
2001 ) sehingga laju wisatawan berpengaruh positif terhadap pajak daerah.
‘Choudry ( 1979) dalam Sumarso SR ( 1998) menyatakan adanya dua
kategori pertumbuhan pajak yang didasarkan atas penyebab utamanya.
Pertumbuhan pajak yang pertama disebut dengan pertumbuhan otomatis.
Penyebab ﬁtama pertumbiihan ini adalah peningkatan pendapatan perkapita
karena peningkatan pendapatan perkapita akan menimbulkan wajib pajak
baru oleh karena mereka yang dulunya belum dapat dikategorikan sebagai
subyek pajak dengan meningkatnya pendapatan akan berubah menjadi
subyek pajak, pertumbuhan pajak kedua disebabkan oleh adanya perubahan
kebijakan perpajakan , permimbuhan ini disebut Pertumbuhan Diskresioner.
Pertumbuhan pajak yang terjadi harus selalu berkait dengan cara
pengelolaan oleh pemerintah daerah, adapun tujuan pengelolaan kevangan

Pemerintah Daerah adalah :
1.  Ketanggungjawaban ( Accountability )

Pemerintah daerah harus | mempertanggungjawabkan  tugas
keuangannya kepada. Iembaga atau"orang yang berkepentingan
yang sah Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat,
dewan Ti:verwz;l,k:ilam rakyat daerah, kepala daerah ( orang yang
membawahi semua satuan téta usaha ) dan masyarakat vmum.
Adapun unsur — unsur penting tanggungjawab mencakup :
keabsahan , setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada

wewenang hukuom tertentu.
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Pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga . kekayaan
uang dan barang , mencegah penghamburan dan penyelewengan,
dan memastikan semua pendapatan yang sah benar- benar
terpungut, jelas sumbernya dan tepat pengunaannya.

Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu
melunasi semna ikatan keuangan, Jangka pendek dan jangka
panjang ( termasuk pinjaman jangka panjang ).

Kejujuran.

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan
Kesempatan untuk berbuat curaﬁg diperkecil.

Hasil guna ( Ejj%ct:‘veﬁess ) dan daya guna ( efficiency )

Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa
sehingga. memungkinkan program dapat direncanakan dan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan
biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.
Pengendalian

Petugas kevangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat
daerah, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian
agar semua fujuan tersebut diatas tercapaimereka harus
mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan

untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran serta
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untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan

rencana dan sasaran

© 2.2, Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah

2.2.1 Peranan Pemerintah

Dalam sistem pereké)nomian apapun baik itu sistem kapitalis, sosialis
maupun campuran, pemerintah selélu mempunyai peranan yang penting
dalam proses pembangunan. Peranan pemerintah  dalam  sistem
perekonomian sosialis memang sangat besar Jjika dibandingkan dengan
perekonomian kapitalis.

Menurut Adam Smith, peranan pemerintah dibagi dalam tiga hal
yaitu :

1. Pemerintah berfungsi untuk memelihara pertahanan  dan

keamanan dalam negeri

2. Pemerintah berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan

3. Pemerintah berfungsi untuk menyediakan barang — barang yang

tidak disediakan oleh pihak swastaseperti halnya jalan dan
sebagainya.

Sejalan dengén kerajuan jaman, maka peranan pemerintah diharapkan
lebih besar lagi dalam mengatur kegiatan perekonomian karena sektor
swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian sendiri.

Dalam  perekonomian modemn peranan pemerintah  dapat

diklasifikasikan dalam tiga golongan besar yaitu
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1. Peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam alokasi
sumber-sumber ekonomi.

2. Peranan distribusi, yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi
sumber — sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien, peranan
lain pemerintah adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau
kekayaan, .

3. Peranan stabilisasi vaitu untuk mempertahankan  dan
menyetabilkan kembali roda perekonomian jika terjadi shock.

Fungsi- fungsi pemerintah daerah :

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorietasi lingkungan dan

kemasyarakatan,
Pelayanan lingkungan meliputi : Jalan-jalan daerah, penerangan
jalan, pembuangan sampah, saluran air limbah, pen\cegahan
banjir, taman-taman dan rekreasi. Sedangkan pelayanan
kemasyarakatan meliputi pendidikan , kesehatan masyarakat dan
proyek — proyek jaminan sosial lainnya.

2. Fungsi pengaturan
Yaitu perumusan dan penegakan ( enforce ) peraturan —
peraturan . Paling umum bagi pemerintah daerah adalah
kekuasaannya mengatur kegiatan — kegiatan khusus misalnya

tata guna tanah, standar bangunan, hiburan dan lain sebagainya,
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Fungsi pembangunan.

Dalam fungsi pembangunan pemerintah kabupaten / kota terlibat
langsung dalam bentuk- bentuk kegiatan ekonomi serta
membantu dalam memobilisasi gerakan kemasyarakatan untuk
peningkatan melek huruf dan pendidikan orang dewasa /
mendorong proyek — proyek swadaya.

Fungsi perwakilan

Fungsi perwakilan dari pemerintah kabupaten / kota untuk
menyatakan pendapatan daerah atas hal — hal diluar bidang
tanggungjawab eksekutif. Fungsi ini sangat penting dalam
penentuan  bobot dan pengaruh pemerintah kabupaten /
kota,namun peranan keuangannya yang langsung kecil

Fungsi koordinasi dan perencanaan,

| Peran pemerintah kabupaten / kota yang terakhir terletak dalam

pengkoordinasian dan perenc‘anaiﬁ investasi dan tata guna tanah
daera}l;;- Di negara- negara dunia ketiga fungsi ini merupakan
peran dari ‘pemerintah kabupaten / kota yang berasas demokrasi.
Fungsi ini meminta tanggung jawab yang besar  bagi
pelaksanaan program — program pembangunan utama yang

dibiayai secara internasional oleh pemerintah pusat,
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2.2.2. Teori perkembangan pengeluaran pemerintah

1.

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave ( 1993) yang

menghubungkan perkembangan pengeh_,mral‘l pemerintah dengan tahap

— tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan atas :

a Taha; awal perkembaﬁgan ekonomi, prosentasi investasi
pemeﬂntaﬂ terhadap fotal investasi besar sebab pada tahap ini
pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan,
kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

b.  tahap menengah pembangunan ekonomi , investasi pemerintah
tetap dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini investasi swasta
sudah semakin besar. Pada tahap ini peranan pemerintah tetap
besar karena peranan swasta semakin besar pula dan banyak
menimbulkan kegagalan pasar sehingga pemerintah harus
menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak
dan kualitas yang lebih baik.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembanguﬁan
investasi swasta dalam prosentase terhadap GNP ( Gross National
Product ) semakin besar dan prosentase terhadap GNP akan semakin
kecil.

Pada tingkat perkembangan ekonomi lebih lamjut, Rostow

mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemexintail
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beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran — pengeluaran untuk
aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program
pelayanan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya.

Hukum Wagner,

Wagner mengemukakan svatu teori, mengenai perkembangan
pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase
terhadap GNP . Hukum Wagner adalah dalam suatu perekonomian
apabila dalam pendapatan perkapita meningkat, secara relatif
pengeluaran pemerintahpun akan meningkat.

Dalam hal ini Wagner menerangkan rhengapa peranan .

pemerintah Iﬁenjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena
pemenntah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat,
hukum, pendidikan , rekyeasi, kebudayaan dan sebagainya.
Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut
teori organis mengenai pemerintah ( Organic theory of the state ) yang
menganggap pemerintah sebagal individu yang bebas bertindak,
terlepas dari ang gota masyarakat lainnya.

Formulasi Hukum Wagner adalah :

PkPP1 PkPP2 PkPPn

< < (

PPK1 PPK2 PPKn
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Keterangan :
PkPP = Pengeluaran pemerintah perkapita )
PPK = Pendapatan per kapita yaitu GDP / jumlah penduduk
1,2,..n = Jangka Waktu ( tahun )
Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa
pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar  pengeluaran
sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar
untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar
tersebut.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang
semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan
meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran
pemerintah juga makin meningkat, oleh karena itn, dalam keadaan
normal ,meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah
yang semakin besar begitu jﬁga dengan pengeluaran pemerintah pajak
setnakin besar,

Apabila keadaan normal tidak terganggu misalnya karena
adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya
untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak
Jjuga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut
dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dama swasta untuk

investasi dan konsumsi menjadi berkurang.
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Keadaan ini discbut efek pengalihan ( displacement effect ) yaita
adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan
pada aktivitas pemerintah. Perang tidak bisa dibiayai hanya dengan
pajak, sehingga pemeﬁntah Juga harus meminjam dari negara lain
untuk pembiayaan perang. Setelah perang selesai, sebetulnya
pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pajak pada tingkat
sebelum adanya gangguan, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan
oleh karena pemerintah harus mengembalikan bunga pinjaman dan
angsuran utang yang digunakan wntuk membiayai perang sehingga
pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya
karena GNP naik, tetapi juga karena pengembalian hutang dan
bunganya.

Selain itu, banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan
setelah terjadi perang dan ini disebut efek inspeksi ( inspection effect ).

Adapun ganggu.an sosial juga akan menyebabkan terjadinya
konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah sebagian kegiatan ekonomi
yang tadinya dilaksanakan oleh swasta. Ini adalah apa yang dinamakan
efek konsentrasi atau concentration effect.

Menurut Peacock dan Wiseman perkembangan pengeluaran
pemerintah tidak berbentuk garis tetapi bebentuk seperti tangga seperti

ditunjukkan pada gambar 1
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Gambar 2.1
Kurva Perkembangan
Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah ( GDP)

Wagner,Solow &
Musgrave

Peacock &
Wiseman

0 Tahun

2.2.3.Pendapatan Perkapita .

Pendapatan masyarakat menunjukan kemampuan masyarakat untuk
membayar pengpluarannya termasuk unﬁl.k membayar pajak. Semakin besar
tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam
meningkatkan penen'maan pajak.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting
untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam periode tertentu
biasanya satu tahun, yang ditunjukkan dengan Produk Domesﬁk Regional
Bruto ( PDRB ), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga
konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atan merupakan jumlah nilai

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu

T TR LA
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wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang
PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa
yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB
atas dasar harga berlaku untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi ,
sedangkan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui
pertumbuhun ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB perkapita adalah PDRB
dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dengan satuan rupiah,
Menghitung angka — angka PDRB dengan tiga ,neﬂdekatan ( Dumairy, 1999)
yaitu :

L Menur':ﬁt- pendekatan produksi berarti PDRB merupakan jumlah
nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit
produksi yang berada disuatu wilayah / propinsi dalam suatu
waktu tertentu.

2. Menurut pendekatan pendapatan berarti PDRB merupakan balas
Jasa yang diterima oleh faktor —~ faktor produksi yang ikut serta
dalam proses produksi suatu wilayah dalam waktu tertentu.
Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak
tidak langsung netto.

3. Menurut pendekatan pengeluaran berarti PDRB adalah semua
komponen pengeluaran akhir seperti :

a.  Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta

nirlaba.
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b.  Konsumsi pemerintah .

c. Pembenﬁkm modal tetap bruto.

d Perubahan stock.

€. Ekspor netto dalam jangka waktu tertentu.

Ketiga konsep pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama
antara jumlah pengelvaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang
dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor —
faktor produksinya.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran
suatu daerah'pendafb;tan kapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya
tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi
diubahnya struktur produksi ( pada saat pendapatan meningkat ,permintaan
akan barang barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat
daripada permintaan akan produk — produk pertanian ) { Todaro, 2000 ).

Setﬁakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula
kemampuan seseorang untuk membayar ( ability to pay ) berbagai pungutan
yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi
pendapatan per kapita riil suatu daerah,semakin besar pula kemampuan
masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran tutin dan
pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Maka dapat dikatakan bahwa

semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin besar pula
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potensi sumber penerimaan daerah tersebut sehingga kemampuan masyarakat
untuk membayar pajak juga meningkat.

Di Negara sedang berkembang, péndapatan perkapita yang tinggi
cenderung mendorong naiknya tihgkat konsumsi perkapita‘ yang selanjutnya
menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi ( pada saat
pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa
pasti akan meningkat lebih cepat daripada permintaan akan produk-produk
pertanian )

Tehnologi maju yang diperlukan untuk mencapai lonjakan output serta
perubahan — perubahan struktural juga mengakibatkan berubahnya skala
produksi dan karakteristik unit-unit badan usaha ekonomi, baik ity dalam

aspek organisasi maupun lokasinya.

2.2.4.Jumlah Wisatawan

Pengertian wisatawan menurut Economic Commission of League of
Natz‘on tahun 1937 yang diterima sebagai batasan mengenai international
tourist untuk keperluan pembuatan statistik wisatawan international adalah
sebagai berikut (Spillane, 1997).

“ The term ‘rourist shall, in principle, be interpreted to mean any person
travelling for a period of 24 hours or more in a country other than the one in

which he usually resides *

dalam perkembangannya batasan umum ini dianggap kurang tepat, sehingga

kemudian komisi menganggap perlu menggempur maknanya dengan
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mengkatagorikan orang — orang yang seharusnya atau tidak seharusnya
dianggap sebagai wisatawan. yang bisa dianggap sebagai wisatawan :

- Mereka yang mengad;akan perjalanan untuk kesenéngan karena
alasan kgluarga, kesehatan, dan lain — lain.

- Mereka yang mengadakan perjalanan untuk pertemuan —
pertemuan atau karena tugas ~ tugas tertentu (ilmu pengetahuan,
tugas pemerintah , diplomasi, agama, olah raga) dan lain ~ lain.

- Mereka yang mengadakan perjalanan dengan tujuan usaha

- Mereka yang'datang dalam rangka perjalanan dengan kapal laut
walaupun tinggal disuatu negara kurang dari 24 jam.

Kegiatan — kegiatan wisatawan dapat merupakan gambaran praktis

masukaya devisa melalui industri pariwisata seb‘agai berikut :

- Penerimaan visa fee sewaktu akan berangkat kenegara tujuan di
kedutaan besar dan konsulat negara yang bersangkutan.

- Hasil penjualan tiket dari maskapai penerbangan (bila yang
digunakan adalah maskapai penerbangan negara yang
bersangkutan) untuk pulang dan pergi.

- Biaya taksi atau coach bus dari dan ke airport dan hotel,

- Sewa kamar hotel selama menginap pada beberapa kota yang
dikunjungi.

- Pengeluaran wisatawan untuk makanan dan minuman pada bar

dan restauran baik didalam maupun diluar hotel mereka

menginap.
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- Biaya seightseeing dan excursion atau fours pada kota kota yang

dikunjungi di daerah tujuan,

- Biaya taksi untuk transportasi lokal untuk keperluan pribadi

dalam kota yang dikunjungi.

- Pengeluaran untuk membeli barang — barang souvenir serta

barang - barang lainnya pada kota yang dikunjungi.

- Fee untuk perpanjangan visa ketempat atau kota yang dikunjungi

(bila dipertukan).

Bilamana semna pengeluarén wisatawan, semenjak akan meninggalkan
tempat asalnya sampai ditempat tujuan dan kembali ketempat asalnya semula
maka seluruh pengeluaran yang dilakukan merupakan devisa yang diterima
oleh negara — negara fourist receiving countries walaupun tidak
seluruhnya.( Yoeti,1996). Pengeluaran wisatawan selama- dalam perjalanan
wisata merupakan sumber penerimaaﬁ pajak daerah. Kebutuhan pariwisata
merupakan kebutuhan yang memiliki ciri khusus darj kebutuhan lain, baik
barang — barang maupun jasa — jasa lainnya. Perilaku wisatawan karena
memiliki algsan — alasan khusus dalam hal pengeluaran untuk produk wisata,
mereka berperilaku bagaikan orang kaya. Setidaknya pengeluaran mereka
lebih besar daripada pengelnaran sehari — hari.

‘Pada umumnya orang — orang yaﬁg melakukan perjalanan wisata
mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup

.dan waktu senggang, serta pendapatan (income) yang relatif besar, artinya
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kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi. Mereka mempunyai
cukup vang untuk membiayai perjalanan wisata,

Selama dalam perjalanan, wisatawan membutuhkan berbagai macam
keperluan, seperti : Penginapan, mekanan dan minvman, transportasi,
peninjauan obyek wisata, hiburan (entertainment), pembelian cinderamatg
(souvenir), dan keperluan — keperluan lain, Untuk mencukupi kebutuhan
tersebut Wlsatawan harus mengeluarkan uangnya sehingga akan berdampak
positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Secara teoritis (apriqri), semakin lama wisatawan tinggal disnatu
daerah tujuan wisata, semakin banyak uvang yang dibelanjakan didaerah
tujuan wisata terebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan
penginapan selama tinggal disity.

Begitu pula dengan Pariwisata, pariwisata di Jawa Tengah merupakan
salah satu sektor andalan dimana makin besar jumlah wisatawan ( baik
domestik maupun mancanegara ) maka diharapkan menyebabkan
peningkatan pendapatan pajak daerah, baik melalyj Pajak hotel, restoran
dan pajak hiburan, karena Ppada prinsipnya dalam induystrj pariwisata : hotel,
restoran dan tempat — tempat hiburan adalah mernpakan faktor yang sama.

Dalam perannya, pemerintah dj bidang ekonomi melalui dua Sisi yaitu
sisi penerimaan dan sisj pengeluaran. Sisi penerimaan terdir dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun laly dan pendapatan asli daerah yang terdiri dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil BUMD, hasil kekayaan

daerah dan lain-lain ; dana perimbangan yang terdiri dari bagian daerah dari
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bagi hasil , dana alokasi ymum , dana alokasi khusus , lain- lain pendapatan
yang sah,

Sedangkan sisi pengelvaran terdiri dari Belanja Rutin , terdiri dari
administrasi umum, operasi dan pemeliharaan dan prasarana umum; belanja
investasi terdiri dari publik dan aparatur; pengeluaran transfer terdiri dari
angsuran pinjaman dan bunga ,bantuan dana cadangan serta pengeluaran tak

terduga.

2.2.5" Jumlah Hotel
Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan
pembayaran di hotel termasuk
- Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- Pelayanan penunjang sebagai fasilitas penginapan atau tinggal
jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan atau
* kenyamanan.
- Fasilitas olah raga atau hiburan yang disediakan khusus untuk
| tamu hotel, bukan untuk umum.
- Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atan pertemuan di
hotel.
- Penjualan makanan dan minuman yang disertai fasilitas
penyantapannya.

Tidak termasuk obyek pajak sebagaimé.na dimaksud diatas adalah :

T PR e e s
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- Persewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas
tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- Pelayanan tinggal di asrama atau pondok pesantren.

- Fasilitas olah raga yang disediakan di hotel yang dipergunakan

oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.

- Pertokoan, perkantoran, perbankan, éalon yang dipergunakan

oleh umum di hotel.

- Pelayaifc'iz;n perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel

~ dan dapat dimanfaatkan oleh umum

- Pelayanan usaha boga atau catering,

Untuk masalah tarif pajak hotel sebesar 10 % dan ditetapkan dengan
peraturan daerah. Dengan kata lain pajak hotel adalah besarnya pungutan
yang dikenakan ke mereka yang menginap dan telah menikmati segala
fasilitas yang telah disediakan oleh penginapan tersebut, biasanya pajak yang
dikenakan .sebesar sepuluh persen.

Besarnya tarif pajak hotel yang tertuang dihitung dengan cara
mengalikaﬁ tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak llbtel dan
restaurant dipungut oleh daerah tempat hotel berlokasi. Dasar pengenaan
pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Perhotelan dilihat sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh
kelompok maupun perorangan dalam waktu yang tidak tentu, digunakan
sebagai sumber penerimaan daerah. Perhotelan memiliki peran sebagai motor

penggerak ( leading sector ) pembangunan daerah, perlu dikembangkan
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secara baik dan benar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,
pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja serta perluasan usaha.
Hotel merupakan salah satu jenis usaha yang menyiapkan pelayanan jasa
bagi masyarakat dan wisatawan,
Menurut Suparmoko ( 1996 : 144 ) pajak Hotel dan Restoran
merupakan pajak tidak langsung yang artinya
a.  Menurut Taté Usaha Negara adalah pajak yang pemungutannya
tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak ( kohir )
dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala.
b.  Dalam arti ekonomis ialah pajak yang beban pajaknya dapat

digantikan / dilimpahkan kepada orang lain.

2.2.6 Investasi Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan pada
dasarnya merupakan investasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk
mendukung dan memperlancar kegiatan ekonomi dan sosial yang ada di
masyarakat,

Kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan
pusat dapat berupa pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana
ekonomi dan sosial yang berada di daerah tersebut, maka investasi
pemerintah dae;ah yang dalam hal ini adalah realisasi pengeluaran
pembangunan daeréh juga merupakan faktor yang penting dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi.
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Menurut Samuelson PA dan William D Nordhaus ( 1995 ), investasi
( penanaman modal ) adalah pembelian barang — barang modal yang
meliputi penambahaﬁ stok modal atau barang modal di suatu negara, seperti
bangunan, peralatan produksi dan barang- barang inventori dalam waktu
satu tahun. Investasi merupakan tambahan stok barang modal tahan lama
yang akan memperbesar peluang produksi di masa datang.

Dalam bukunya “Economics Models, Techniques and Applications “
Michael D Intriligator ( 1995 ) mengemukakan bahwa variabel- variabel
yang mempengaruhi investasi adalah National Income (Y ), Capital Stock (
K') serta Inferest Rate (r ), yang dirmmuskan dalam suatu persamaan
ekonometrik sebagai berikut :

C=nYi+B+e

L=y Y+B2 Y+ Ps +g/

I =y2 (Yo-Yea )+ Bs +¢

Yi =G+ +G

Dimana Y; adalah national income dalam tahun t , ( t merupakan
konsumsi dan I adalah investasi sedangkan G; adalah pengeluaran
pemerintah / government spending ) dalam tabrn t

Salah satu fagtor penting yang menentukan besarnya pengeluaran
pemeﬁntah un’mk pembangunan adalah jumlah pajak vyang diramalkan.
Dalam menyusun anggaran belanja pun pemerintah harus lebih dahuu

membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Maka
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semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan makin banyak pula
perbelanjaan pemerintah yang dapat dilakukan ( Sadono Sukirno, 1999 ).

Oleh karena itu hipotesis yang dapat dibangun adalah : investasi
pemerintah daerah diduga berpengaruh positif terhadap penén'maan pajak
daerah di Jawa Tengah

2.2.7 Daya Listrik Tersambung
Pada jaman modern ini hampir seluruh kegiatan baik rumah tangga,
industri, bisnis, sosial, kantor pemerintah dan penerangan jalan umum
memanfaatkan energi listrik.
Hal ini terlihat dari tabel di bawah ini
Tabel 2.1

Daya Listrik Tersambung
Propinsi Jawa Tengah ( 1998 s/d 2001 )

No | Pelanggan Tahun
PLN 1998 r 1999 r 2000 r 2001 r
1 | Rumah 4499121 | 6,7% | 4641234 | 3,16% | 4800659 | 3,43% | 4945573 | 3.02%
tangga
2 Indguitri 4405 | 594% 4352 | -1,2% 4629 | 6,36% 4743 | 2,46%
3 | Bisnis 117206 | 94,7% | 135072 | 15,2% | 144335 | 6,86% | 152399 | 5.59%
4 | Sosial 115545 ) 101,6% | 120060 | 3,91% | 124450 | 3,66% | 128237 | 3.04%
5 | Kantor 13536 | 14,31% | 13418 | -0,9% | 13084 | -2,5% | 13106 | 0,17%
Pemerintah
6 |[PJU 6467 | 209,9% 6422 | -0,7% 7258 | 13% 8541 | 17,68%
Total | 4756280 1920558 | 3,45% | 5094415 | 3,53% | 5252598 | 3.11%
Sumber : Laporan akhir penyusunan buku data perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah

Terlihat jelas sekali bahwa daya listrik yang tersambung selaln

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga sebagai sarana
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produksi maka penyediaan listrik perlu ditingkatkan mengingat
pertambahan jumlah penduduk vyang tegjadi akan mempengaruhi
peningkatan pemanfaatannya. Selain itu pengelolaan agar mutu baik juga
perlu dilakukan sekaligus harga yang terjangkau karena semua itu akan
sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak daerah.

Sebagai contoh nyata adalah sfrategi listrik di pedesaan yang
merupakan wujud dari intensifikasi dan pemanfaatan jaringan yang sudah
ada, dan sudah dilaksanakannya pelayananan di pedesaan ( rural business
service ) guna meningkatkan pemakaian listrik yang produktif di pedesaan.

Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak maka kebijakan atau
stimulus yang diambil melalui anggaran pembangunan dengan fokus sarana
infrastruktur maupun peningkatan pelayanan pada masyarakat. Semakin

.baik sarana infrastruktur dan pelayanan maka akan menyebabkanlpanisipasi
masyarakat dalam pajak semakin tinggi sehingga dengan adanya
pengeluaran yang tinggi maka penerimaan pajakpun meningkat.

Adapun salah satu fasilitas pajak infrastruktur yang dipilih oleh

masyarakat adalah listrik, dalam UU No 25 tahun 1999 tentang pajak
penerangan jalan dapat dilihat bahwa semakin besar penggunaan energi

listrik maka pajak daerah yang dapat dipungut pun semakin besar.

2.3 Penpelitian Terdahulu

Alfian Lains ( 1985 ), dalam kajian terhadap data historis tentang

pendapatan dacrah dalam ekonomi orde baru diperoleh temuan bahwa
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relatif rendahnya penerimaan pajak daerah dan pajak sentral di Indonesia
erat kaitannya dengaﬁ pendapatan masyarakat yang masih rendah. Data
yang digunakan adalah data kevangan daerah di Indonesia pen'ode
1973/1974 — 1980/1981
Ahmad Jamli dan Astuti Rahayu (1997) dalam studinya “ Analisis
Pajak Pembangunan I Perhotelan Sebagai Surr{l;er Pendapatan Asli Daerah (
Studi Kasus Kotaqadya Yogyakarta ) melakukan peramalan penerimaan PP-
1 Perhotelan untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang, dengan alat
analisis eksponensial. Trend eksponensial yang diperoleh adalah Y=446 307
. 8134 (1,17191493)* . Kesiﬁ1p1ila‘nnya adalah bahwa penerimaan PP-1
Perhotelan untuk 5 tahun yang akan datang selalu mengalami kenaikan yang
semakin tinggi, dan hal ini menggambarkan prospek penerimaan pajak yang
makin baik pada tahun — tahun yang akan datang. Menurut Ahmad Jamli dan
Astuti Rahayu (1997 ) penerimaan di éektor pajak daerah juga dipengarubi
jumlah hotel dan restoran. Jumlah hotel disini tidak secara langsung
berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena subyeknya adalah orang
pribadi yang melakukan pembayaran terhadap hotel dan wajib pajaknya
| pengusaha hotel , dapat dikatakanl sebagai subyek adalah konsumen hotel
termasuk wisatawan dan obyeknya adalah Jumlah hotel sehingga bila dilihat
dari wajib pajaknya maka . jumlaﬁ hotel berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak daerah.
Agus Wantara ( 1997 ) melakukan analisis Pendapatan Asli Daerah

dan bantuan pemerintah pusat di Daerah Istimewa Yogjakarta. Model yang
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digunakan untuk menganalisis pajak daerah : PD = F (II, YK,KG, W)
dimana PD = Pajak Daerah , II = Inflasi, YK = PDRB Perkapita, KG =
Jumlah Kendaraan bermotor dan W = Jumlah wisatawan domestik dan asing.

Kesimpulan :

- Jumlah kendaraan bermotor ﬁiempunyai pengaruh yang
signifiken pada al %
- Jumlah wisatawan berpengaruh secara signifikan pada a5 %

- Inflasi dan pendapatan perkapita tidak signifikan padaa 5 %
Sumarso Sr (1998), meneliti dampak reformasi perpajakan tahun 1984

terhadap efisiensi sistem perpajakan Indonesia. Terdapat beberapa model
untuk mengukur efisiensi sistem pemajakan, yaitu : Model tingkat
pemajakan, Model kapasitas pemajakan, Model elastisitas pemajakan, model
optimasir pemajakan, dan model keseimbangan umum pemajakan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model
ekonometrika simultan dan peningkatan sistem pemajakan di Indonesia
dihitung menggunakan variabel dummy. Analisa non statistik dibuat untuk
mendukung evaluasi secara statistik,

Jaka Sriyana (1999), meneliti hubungan kevangan pusat- daerah,
reformasi perpajakan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah
dengan menganalisis faktor — faktor yang berpengaruh terhadap pajak
daerah. Faktor yang dianalisis adalah Pendapatan perkapita dan Jumlah
penduduk, data yang digunakan adalah data dari 27 propinsi tahun 1995.

Dalam studinya tersebut diperoleh kesimpulan : Pendapatan per kapita dan
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jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah dengan
tingkat kepercayaan sebesar 95 % dan koefisien determinasi sebesar 51%.

Nawang Astaning Widhiastuti. ( 2000), melakukan analisis Faktor-
faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur tahun 1987
- 1998. Faktor yang dianalisis adalah PDRB per kapita, jumlah kendaraan
bermotor , dan jumlah wisatawan. Faktor — faktor dalam penelitian adalah
faktor yang mempunyai korelasi yang tinggi dengan PAD. Sampel mencakup
data 12 tahun  ( 1987-1998 ) yang diperoleh dari Balai Pusat Statistik
Surabaya. Uji Statistik menunjukkan bahwa variabel bebas PDRB, Jumiah
kendaraan bermotor dan jumlah wisatawan berpengaruh secara signifikan
terhadap PAD.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu
pada variabel yang mempengarvhi vaitu Penerimaan Pajak Daerah ( R )
yaitu : Pendapatan Perkapita ( PP ), Jumlah Wisatawan ( W), Jumlah Hotel
(H ), Investasi Pemerintah Daerah ( IG ), dan Daya Listrik tersambung (DL),
dan kabupaten‘kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998-2001.

Persamaannya adalah menyoroti unsur pajak dalain PAD .

g g e e .1 TR
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Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
; NAMA JUDUL
NO| pENELITI | PENELITIAN | - VARIABEL KESIMPULAN
1 | Alfian Lains | Pendapatan - Jumlah - Subsidi pemerintah
(1985) Daerah Dalam penduduk pusat sangat
Ekonomi Orde | - Luas daerah dominan sebagai
Baru - Usaha sumber pendapatan
perpajakan di daerah selama
daerah pemerintahan orde
- Pendapatan baru, tetapi
regional per pemberian subsidi
kapita pembangunan dalam
bentuk subsidi wnum
telah disinyalir
sebagai suatu yang
kurang layak.
- Untuk
meningkatkan PAD
diusulkan
menyerahkan bagian
tertentu dari
pendapatan pajak
negara yang
dipungut di suatu
daerah kepada
daerah yang
bersangkutan dan
dilakukan reformasi
melimpah dan
beberapa pajak
sentral menjadi pajak
| daerah
2 | Ahmad Analisis Pajak | - Potensi PP | Peramalan
Jamli dan PembangunanI | perhotelan penerimaan PP I
Astuti Perhotelan seluruh hotel di | perhotelan untuk 5
Rahayu Sebagai Sumber | Kodya tahun yang akan
(1997) Pendapatan Asli | Yogyakarta datang selalu
Daerah - Tarif kamar, mengalami kenaikan
merupakan tarif | yang semakin tinggi
rata-rata hotel dan ini
berbintang dan menggambarkan
melati prospek penerimaan
- Jumlah seluruh | pajak yang

e matebabal - T R S
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kamar hotel ber | menggembirakan di
bintang dan tahun - tahun yang
melati akan datang,
- Jumlah hari
dalam 1 tahun di
hitung 365 hari
- Tarif pajak =
- 10%
Agus Analisis - Sumber sumber | - Jumlah wisatawan
Wantara Pendapatan Asli | nyata Pemerintah | berdampak
(1997) Daerah Dan daerah : langsung terhadap
Bantuan ¢ Pendapatan peningkatan PAD.
Pemerintah pajak senfral - Adanya perubahan
Pusat di Daerah per kapita di pendapatan
Istimewa propinsi regional perkapita
Yogyakarta ® Persentase akan berdampak
(1970-1992 ) peningkatan langsung terhadap
penghasilan investasi swasta di
tahunan dari DIY dan
pajak pendapatan tersebut
- @ Persentase akan mempunyai
~ peningkatan dampak
penghasilan penggandaan
tahunan dari ( multiplier)
ekspor terhadap besarnya
e Tax effort bantuan dari
o Taxable pemerintah pusat
capacity - Prasarana jalan
- Penduduk mempunyai
e Jumlah dampak langsung
penduduk terhadap investasi
e Persentase swasta di DIY
pertambahan | - Perubahan suku
penduduk bunga tidak
- Upah Sektor berdampak
umum yang di langsung secara
setujui Depdagri signifikan terhadap
- Jumlah jalan variasi perubahan
propinsi besarnya investasi
- Hektar Tanah swasta di DIY,
yang sudah diairi | - Peningkatan jumlah
ranmor berdampak
langsung terhadap
peningkatan PAD
dengan multiplier

sebesar 0,023787
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Soemarso
SR (1998)

Dampak
Reformasi
Perpajakan
1984 Terhadap
Efisiensi Sistem
Perpajakan
Indonesia

~ Produk Domestik
Bruto ( PDB)

- Ekspor

- Impor

- Likuiditas
"Perekonomian

- Pajak :
PPH, PPN, dan
total penerimaan
pajak

- Reformasi pajak
tidak berpengaruh
terhadap
pengumpulan pajak
penghasilan yang
berarti bahwa
pertumbuhan pajak
ini secara mendasar
benar-benar
pertumbuhan
otomatis daripada
karena kebijakan.

- Perturnbuhan pajak
penghasilan tidak
mempunyai
hubungan dengan
pertumbuhan GDP
dan 2 tabun
kelambatan
investasi.

- Pajak Pertambahan
Nilai tumbuh
secara negatif bila
dihubungkan
dengan
pertumbuhan impor
dan
tidakmempunyai
hubungan dengan
pertumbuhan GDP

Jaka Sriyana
(1999)

Hubungan
Keuangan
Pusat- Daerah,
Reformasi
Perpajakaan
Dan
Kemandirian
Pembiayaan
Pembangunan
Daerah

- Pendapatan
perkapita

- Jumlah
Penduduk

- Kebijakan
pemerintah

- Variabel
pendapatan
perkapita dan
Jjumlah penduduk
mernpakan variabel
yang cukup penting
menentukan PAD
dan pajak baik TK
1 maupun Tk 11
dengan demikian
peningkatan PAD
dan pajak masing-
masing daerah di
Indonesia selain
disebabkan adanya
kebijakan reformasi
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perpajakan juga
ditentukan oleh
peningkatan
pendapatan
perkapita
masyarakat dan
jumlah penduduk
khususnya
penduduk yang
bekerja

6 | Nawang
Asianing
Widhihastut
i (2000)

Analisis faktor
~ faktor yang
mempengaruhi
pendapatan Asli
Daerah Jawa
Timur tahun
1987-1998

- PDRB perkapita

- Jumlah mobil
dan sepeda
motor

- Jumlah
wisatawan

- Variabel bebas
PDRB, jumlah
mobil dan sepeda
motor dan jumiah
wisatawan
berpengaruh
signifikan terhadap
pendapatan
regional, dengan
demikian
pemerintah daerah
harus
menindaklanjuti
dengan
memperluas
aktivitas mereka.

2.4. Kerangka Pemikiran

Selanjutnya mengacu pada teori perpajakan Musgrave and Musgrave,

dan Choudry di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan variabel —

varibel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah ( R ) yaitu :

Pendapatan Perkapita ( PP ), Jumlah Wisatawan ( W ) , Jumlah Hotel ( H),

Investasi Pemerintah Daerah ( IG ), dan Daya Listrik tersambung (DL).
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Gambar 2.2

Kerangka pemikiran Teoritis

X1

X2

Penerimaan

X3

Pajak
Daerah

(R)

X4

X5

N

Keterangan

X1 = Pendapatan perkapita ( PP)
X2 = Jumlah Wisatawan ( W )
X3 = Jumlah Hotel (H )

X4
X5

I

2.5. Hipotesis

Investasi Pemerintah Daerah ( 1G)
Daya Listrik tersambung ( DL)

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atau preposisi tentang

hubungan antara dua variabel atau lebih ( Singarimbun & Effendi, 1987 ).

Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis

penelitian, sebagai berikut :

Hipotesis 1=

Hipotesis 2=

Diduga Pendapatan perkapita berpengaruh positif
terhadap penerimaan pajak daerah.
Diduga Jumlah Wisatawan berpengarubh positif

terhadap penerimaan pajak daerah.

T O e e S IR C



Hipotesis 3=

Hipotesis 4=

Hipotesis 5 =

58

Diduga Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak daerah.

Diduga Investasi pemerintah daerah berpengaruh
positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Diduga Daya Listrik tersambung berpengaruh positif

terhadap penerimaan pajak daerah .
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BAB HI

METODE PENELITIAN

,». 3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data pooling,
atau gabungan dari data silang tempat ( cross section ) seluruh kabupaten /
kota di Jawa Tengah dan data runtut waktu ( time series ) dari tahun 1998
s/d 2001 ( 4 tahun ), sehingga dihasilkan data sebanyak 140 dengan jenis
data yang digunakan adalah data sekunder

Data Pooling adalab kombinasi antara data rontat wal&u (time series)
yang memiliki observasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data
silang tempat ( cross section) yang memiliki observasi-observasi pada suatu
waktu tertentu .

Adapun alasan digunakannya data pooling ka‘rena pertama penggunaan
data pooling akan pleningkatkan jumlah  observasi (sampel) sehingga
ﬁlengatasi msalah i;eterbatasan jumlah data runtut waktu ( time series ) ,
yang urmunnya dijﬁmpai untuk penelitian bisnis , pasar modal, perusahaan
akuntansi dan regional . Yang kedua dengan data pooling akan diperoleh
variasi antér unit yang berbeda menurut ruangan dan variasi yang muncul
menurut waktu.

Dengan demikian analisis dengan pooling memungkinkan untuk
menguraikan , menganalisis , dan menguji hipotesis baik hasil maupun

prosesnya ( Mudrajad, 2001).
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3.2.. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah

metode pengumpulan data melalui ‘dokumentasi , bahan-bahan laporan

instansi serta sumber-sumber lain yang digunakan sebagai bahan analisis

seperti BPS, Dipenda , Biro Perekonomian Propinsi Jawa Tengah., Biro

Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah.

3.3 . Definisi Operasional Variabel.

1.

Penerimaan Pajak Daerah ('R ) adalah realisasi penerimaan pajak
daerah tahunan kebupaten/kota atas dasar hargaberléku di Propinsi
Jawa Tengah tahun 1998 — 2001. Data penerimaan pajak daerah
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ( BPS) dan dinyatakan dalam
satuan Rupiah

Pendapatan Perkapita ( PP )adalah Produk Domestik Regional Bruto (
PDRB ) seluruh Kabupaten / kota di Propinsi Jateng tahun 1998 -
2001 atas dasar harga konstan tahun 1993. Data pendapatan per kapita
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ) dan dinyatakan dalam
satuan Rupiah,

Jumlah Wisatawan ( W ) adalah jumlah wisatawan domestik/asing
yang menginap di hotel berbintang dan hotel melati di kabupaten /
kota di Propinsi Jateng tahun 1998 - 2001. data diambil dari Statistik
Arus Wisatawan Propinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Dinas

Pariwisata Propinsi Jawa Tengah, dinyatakan dalam satuan orang.

T | e e et LR TR SRt | 5
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Jumlah Hotel ( H ) adalah jumlah Hotel berbintang dan hotel melati
pada tahun 1998 — 2001 di kabupaten / kota Propinsi Jateng. Data
diambil dari buku “Jawa Tengah Dalam Angka” yang dikeluarkan oleh
Badan Pusat Statistik ( BPS ) Propinsi Jawa Tengah. Data tersebut
dinyatakan dalam unit

Investasi Pemerintah Daerah ( IG ) adalah besarﬁya pengeluaran
anggaran pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten /Kota tahun 1998 — 2001. Data tersebut diperoieh
dari ringkasan APBD Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yang disusun
oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
Besarnya pengeluaran anggaran pembangunan pemerintah daerah
dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah (Rp )

Daya Listrik ( DL) adalah besarnya daya listrik tersambung yang
terjual oleh PT PLN Distribusi Jawa Tengah tahun 1998 — 2001. data
tersebut diambil dari buku “Jawa Tengah Dalam Angka” yang
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ) Propinsi Jawa Tengah.

Data tefsebut dinyatakan dalam satuan Kilo Volt Ampere ( KVA )

3.4, Metode Analisis

3.4.1.Model Analisis

Alat analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi berganda yang

diestimasi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS-Ordinary Least

Squares), dengan pertimbangan metode ini mempunyai sifat-sifat yang dapat
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diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, ﬁmdah dalam penarikan
interpretasi dan pf:rhitungannya, serta sifat penaksir yang BLUE
tGujarati,l995 : g45). Penggunaan regresi berganda bertujuan untuk
mengetahui ada atau ticiaknya hubungan antara variabel dependen dengan
variabel independen, sekaligus untuk mengetahui besargn dan arah tanda
variabel-variabel bebas.

Model yang digunakan untuk mengestimasi fungsi penerimaan pajak
sebagai berikut :
Penerimaan Pajak Daerah (R)=f( PP, W,H IG, DL)........... —e(1)
Penerimaan Pajak Daerah diasumsikan sebagai fungsi produksi sehingga
secara matematis fungsi penerimaan pajak dapat ditulis sebagai berikut :
R=aPP™ W< H%IG DL¥
Agar model tersebut dapat ditaksir hasilnya maka dari model dasar
penelitian kemudian ditransform dalam bentuk logaritma guna dapat
diketahui nilai elastisitas dari variabel independennya sehingga model

ekonometrikanya menjadi :

Log R = a0 +al log PP+o2 log W+ a3 log H+ a4 log IG +a5log DL +st

=-0,476 + 0,324 PP + 0,101 W + 0,069 H, + 0,397 IG + 0,664 DL +

Bl e (3)
Keterangan :
a0 = intersept
0...as = koefisien regresi masing-masing variabel penjelas

terhadap Penerimaan Pajak
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& = error sampling

PP = Pendapatan Perkapita

w = Jumlah Wisatawan

H = Jumlah Hotel

IG = Investasi Pemerintah Daerah
DL = Daya Listrik Tersambung

% 3.4.2. Alat Analisis

1 Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

1.  Uji ekonometri merupakan pehgujian terhadap validitas asumsi klasik,
dengan tujuan untuk mendapatkan mode! yz‘mg mememuhi sifat best,
linier, unbiasec_i dan estimator. Untuk itu uji yang dilakukan meliputi

uji heteroskeiiastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas.

2. Uiji Apriorni -ekonlomi, wji ini berkaitan dengan masalah tanda dan
intensitas hubungan antar variabel terikat dan variabel bebas yang
diteliti, dibandingkan dengan hipotesis yang disusun;

3. Uiji statistik, dilakukan untuk menganalisis parameter yang diestimasi
dengan mengguoakan uji-t (untuk uji statistik secara individu}, dan uji-
F (untuk pengujian variabel penjelas secara serempak / bersama-samay,

4.  Uji ketepatan perkiraan dilakukan dengan melihat nilai determinasi
yang besarnya antara lain 0 < R? < 1. Semakin dekat nilainya dengan
1, maka keeratan hubungan antara variabel dependen dengan variabel

independen semakin baik (goodness of fit).
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BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Wilayah

Propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi di Indonesia
letaknya diapit oleh tiga propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan
Yogyakarta. Batas geografis Propinsi Jawa Tengah adalah Propinsi Jawa

" Barat disebelah barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera
Indonesia dibagian selatan, Propinsi Jawa Timur dibagian timur dan Laut
Jawa dibagian utara. Secara astronomi Jawa tengah terletak antara 5° 40°
hingga 8° 30’ Lintang Selatan dan antara 108°30° dan 111°3(° Bujur Timur
( termasuk pulau karimunjawa ) jarak terjaub dari barat ketimur adalah 263
km dan dari utara ke selatan sepanjang 22_§ km tidak termasuk pulan
karimunjawa.

Luas Jawa i"l'.;angah terdiri dari 1.008 ribu ha atan 30,99 persen
merupakan tanah sawah dan 2.246 tibu ha atan 69,01 persen merupakan
tanah kering dimana terjadi penurunan luas tanah sawah setiap tahunnya,
Secara administratif terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota, yang terdiri dari
533 kecamatan, meliputi 8539 desa/kelurahan. Sebagian desa yvang ada
merupakan desa sWasembada . luas Propinsi Jawa Tengah tercatat 3,25 juta
ha atau sekitar 1,7 persen dari luas Indonesia atau 25,04 persen dari luas
pulau jawa. Propinsi Jawa Tengah memiliki kabupaten paling luas yaitu
Kabupaten Cilacap Seluas 213.851 ha atau 6,57 persen dari luas seluruh

Propinsi, sedangkan Kabupaten tersempit adalah Kabupaten Kudus dengan
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luas wilayah 45.512 ha atau 7,37 persen dari luas Jawa Tengah kota paling
luas adalah Kota Semarang dengan luas 37.367 ha atau 7,75 persen luas
Propinsi, sedangkan kota paling sempit adalah Kota Magelang seluas 7.872
ha atau 0,06 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Luas hutan di Jawa
Tengah menurut Perum Perhutani seluas 646.831,93 ha atau sekitar 28,80
persen dari nas Wilayah Jawa Tengah Hutan seluas itu terdiri atas hutan
lindung seluas 41.739,12 ha hutan produksi seluas 604.225,59 ha dan hutan

suaka alam dan hutan wisata seluas 867 ,12 ha.

Terdapat empat tipe iklim di Jawa Tengah ( Direktorat Bina Program
Kehutanan ) yaitu iklim tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. iklim tipe A memiliki
sifat satu bulan kering dan dan minimum tuju_h bulan basah. Wilayah yang
bertipe iklim A adalah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, sekitar
‘pulau Nusakambaﬁg;n dan di sekitar Gunung Slamet. Iklim tipe B memiliki
sifat satu sampai dua bulan kering dan tiga sampai sepuluh bulan basah,
tersebar sekitar daerah Cilacap hingga Ungaran. Sifat iklim tipe C yakni satu
sampai empat bulan kering dan sembilan bulan basah, tersebar hampir
diseluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah. Iklim tipe D memiliki sifat satu
sampai enam bulan kering dan satu sampai tujuh bulan basah, tersebar di
pantai utara bagian barat dan timur serta daerah bengawan solo hulu. Iklim
tersebut berpengaruh pada penerimaan daerah terutama bila dilihat dari

Jumlah wisatawan,

e e e g e
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4.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar menjamin tersedianya tenaga kerja bagi
pembangunan,namun membawa konsekuensi yang beragam, seperti
menyempitnya lahan pertanian karena tekanan penduduk sementara itu
diperlukan penyediaan bahan makanan yang cukup, kemudian muncul
urbanisasi besar-besaran ke kota yang diikuti dengan kepadatan kota,
kekumuhan, pengangguran, kejahatan dan masalah- masalah lain yang
mengiringinya termasuk masalah ketenagakerjaan.

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi di Indonesia
yang cukup padat penduduknya. Menurut BPS, penduduk usia kerja
didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, dan dapat
dibedakan sebagai angkatén kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja
dapat dibedakan menjadi dua,yaitu angkatan kerja yang sedang bekerja dan
angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang sedang
bekerja merupakan jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja
selama seminggu.

Jumlah angkatan kerja rata-rata menurut kebupaten / kota di Jawa
Tengah yang termasuk lima besar adalah Kabupaten Brebes sebesar 777.311
orang disusul Kabupaten Cilacap sebesar 651.135 orang,lalu Kabupaten
Banyumas sebesar 613.501 orang serta Kota Semarang sebesar 587.910
orang. Besarnya jumlah penduduk terutama angkatan kerjanya di Jawa
Tengah per kabupaten / kota dari tahun 1998 — 2001 dapat dilihat pada Tabel
4.1.
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Tabel 4.1

Jumlah Penduduk berumur 10 tahun ke atas
yang termasuk angkatan kerja yang sedang bekerja (dalam orang)

67

No Kab/Kota 1998 1989 2000 2001 Rata-rata
! 1 | Cilacap 586.747 664.419 663.265 690.108 651.135
2 | Banyumas 591.228 643,269 640,565 658.244 633,327
3 | Purbalingga 358.186 362.887 345.543 366.709 358.331
4 | Banjamegara 380.702 396,587 397.997 420.252 398.885
5 | Kebumen 522018 526.403 524.974 521.730 523.781
& | Purworejo 328.323 337.762 324.559 343.721 333.591
7 | Wonosobo 357.261 352,334 384.870 393.561 372.007
8 | Magelang 535.337 556.105 584.440 561.769 559.413
9 | Boyolali 454.241 475.431 494.343 505.872 482 472
10 | Klaten 538.502 542,069 534,606 588.210 550.847
11 | Sukoharjo 337.994 353.705 362.908 408.720 365,832
12 | Wonogiri 527.788 529.858 517.904 £559.170 533.680
13 | Karanganyar 395.585 395.400 391.678 403.931 396.651
14 | Sragen 429 698 445.072 433.503 427.665 433.985
15 | Grobogan 590.868 599.961 603.932 659.244 613.501
16 | Blora 443,105 444,898 433.706 414.768 434.119
17 | Rembang 271.077 276.347 261.580 284.634 273.410
18 | Pati 5486.554 552.720 564.842 587.974 563.023
19 | Kudus 331.554 350.908 364.314 362.180 352.239
20 | Jepara 434,462 449.849 461,265 471.412 454,247
21 | Demak 407.170 425.838 430.195 465.884 432,297
22 | Semarang 441.776 428.676 413.223 446.121 432.449
23 | Temanggung 336.437 358.358 356.855 368.967 355.154
24 | Kendal 381.379 391.814 364.453 390.640 382.072
25 | Batang 300.834 285.511 314.151 301.669 303.041
26 | Pekalongan 336.270 322777 3565.845 400.,70¢ 353.888
27 | Pemalang 477.288 510.524 520.240 569.603 519.414
28 | Tegal 515,570 528.108 576.6857 603.239 555.894
29 | Brebes 780,325 787.205 764.195 777.520 777.311
Kota
30 Magelang 52.800 51.324 47.886 49.000 50.253
31 | Kota Surakarta 228.950 244,125 213.492 215.343 225.480
32 | Kota Salatiga 42,750 42.253 63.426 66.028 53.614
Kota
33 Semarang 576.015 617.778 583.896 573.949 587.910
Kota
34 Pekalongan 151.571 166.308 105.300 109.540 133.180
35 | Kota Tegal 127.447 139.536 90.614 98.365 113.991
jumlah 14.117.828 | 14.566.119 | 14.491.222 | 15.066.542 | 14.560.428
rata-rata 403.367 416.175 414,035 430.473 418.012

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka,beberapa fgahim.
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4.3. Pendapatan per Kapita

Tingginya laju pertumbuhan pendapatan per kapita yang dicapai
adalah hasil dari cepatnya kenaikan produkfivitas tenaga kerja. Sementara
itu pendapatan per kapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat
konsumsi per kapita.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di
suatu wilayah / propinsi dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data
Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ), baik atas dasar harga berlaku
maupun atas dasar harga konstan.

PDRB per kapita adalah ukuran indikator ekonomi yang didefinisikan
sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam
suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dibagi dengan
Jjumlah penduduk pertengahan tahun

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran dari tingkat
kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Besarnya nilai rata-rata PDRB

per kapita kabupaten / kota di Jawa tengah dapat dilihat pada Tabel 4.2

T Tha oy Dk T R
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Tabel 4.2
PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
ADHK 1993 Tahun 1998-2001 (Dalam juta rupiah)

No KahiiKota 1998 1999 2000 2001 Rata-rata
1 [ Cilacap 1,253 1,275 1,329 1,360 1,304
2 | Banyumas 0,677 0,675 0,696 0,697 0,686
3 | Purbalingga 0,722 0,722 0,732 0,746 0,731
4 | Banjamegara 0,989 £,990 0,893 0,983 0,989
5 | Kebumen 0,682 0,704 0,772 0,781 0,735
6 | Purworejo 0,864 0,880 0,898 0,924 0,891
7 | Wonosobo 0,664 0,683 0,701 0,712 0,690
8 | Magelang 0,934 0,938 0,959 0,989 0,955
9 | Boyolal 0,961 0,967 0,981 1,011 0,980

10 | Klaten 0,823 0,933 0,956 0,989 0,950
11 | Sukoharjo 1,390 1,392 1,426 1,465 1,418
12 | Wonogiri 0,680 0,689 0,707 0,722 0,700
13 | Karanganyar 1,439 1,465 1,515 1,805 1,481
14 | Sragen 0,753 0,765 0,825 0,840 0,796
15 | Grobogan 0,541 0,517 0,540 0,557 0,539
16 | Blora 0,802 - 0,805 0,820 0,839 0,817
17 | Rembang 0,848 0,866 0,905 0,931 0,888
18 | Pati 0,803 0,811 0,807 0,824 0,811
19 | Kudus 4,502 4,480 4,388 4. 481 4,463
20 | Jepara 1,081 1,080 1,021 1,054 1,059
21 | Demak 0,780 0,779 0,767 0,776 0,775
'__22 Semarang 1,258 1,271 1,257 1,284 1,270
23 | Temanggung 1,016 1,032 1,064 1,100 1,053
| 24 | Kendal 1,734 1,756 1,772 1,810 1,768
25 | Batang 1,085 1,102 1,092 1,108 1,097
26 | Pekalongan 1,089 1,094 1,093 1,116 1,093
27 | Pemalang 0,828 0,838 0,863 0,885 0,854
28 | Tegal 0,638 0,852 0,661 0,685 0,659
29 | Brebes 0,803 0,836 0,842 0,848 0,832
30 | Kota Magelang 2,556 2,655 2,762 2832 2,701
31 | Kota Surakarta 2,281 2,296 2,375 2,454 2,352
32 | Kota Salatiga 1,672 - 1,697 1,757 1,817 1,736
Kota
33 | Semarang 3,742 3,824 3,960 4,089 3,904
Kota :
34 | Pekalongan 1,641 1,702 1,663 1,729 1,684
35 | Kota Tegal 1,427 1,457 1,515 1,569 1,492
Jumlah 44,036 44,829 45.414 46 522 45,150
Rata-rata 1,258 1,275 1,298 1,329 1,280

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, beberapa tahun
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Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa lima besar
kabupaten / kota yang memiliki rata-rata PDRB per kapita tertinggi selama
tahun 1998 — 2001 berturut — turut adalah : |

Kabupaten Kudus sebesar 4,463 juta rupiah / kapifa / tahun,

Kota semare;ﬁg sebesar 3,904 juta rupiah / kapita / :tahun,

Kota Magelang sébesar 2,701 juta rupiah / kapita / tahun,

Kota Surakarta sebesar 2,352 juta rupiah / kapita / tahun,

Kabupaten Kendal sebesar 1,768 juta rupiah / kapita / tahun.

Sedangkan lima kabupaten / kota dengan rata- réta PDRB per kapita
terendah adalah Kabupaten Grobogan sebesar 0,539 juta rupiah / kapita /
tahun |, lKabupeten Tegal scbesar 0,659 juta rupiah / kapita / tahun,
Kabupaten Banyumas sebesar 0,686 juta rupiah / kapita / tahun, Kabupaten
Wonosobo sebesar 0,690 juta rupiah / kapita / tahun dan Kabupaten

Purbalingga sebesar 0,739 juta rupiah / kapita / talun.

4.4. Jumlah Wisatawan
Dalam beberapa dekade terakhir, kecenderungan pasar wisatawan baik
domestik maupun wisatawan asing / internasional ditandai dengan
tumbuhnya kelompok pasar baru yaitu pasar wisata minat khusus yang
memiliki motivasi perjalanan khusus untuk terjun atau terlibat secara aktif
dan intensif dalam berbagai aktivitas petnalangan alam, interaksi yang

mendalam terhadap komunitas untuk mempelajari budaya dan berbagai

keunikan lokal.
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Kegiatan wisata tersebut dilakukan sebagai bagian dari motivasi
untuk pengkayaan wawasan, pengembangan din dan petualangan
( adventure ) serta untuk tujuan aktualisasi diri melalui keterlibatan dalam
berbagai aktivitas.

Seiring dengan prospek yang cerah industri pariwisata dunia, saat ini
hampir setiap Negara berlomba-lomba untuk membangun  sektor
kapariwisataannya dan menarik pasar wisatawan dunia sebanyak mungkin
untuk menyumbang devisa bagi neE:ga:anya.

Banyalnya jun_llah pengunjung obyek wisata di Jawa Tengah sebagian
besar adalah wisatawan domestik dan wisatawan asing /mancanegara yang
berkunjung di Jawa Tengah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan
tiga daerah tujuan wisata yang lain yaitu Bali, Daerah Istimewa Yogjakarta
dan Jakarta. Banyaknya wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara
yang berkunjung di Jawa Tengah dapat diketahui sebagai berikut

Tabel 4.3

Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
Di Propinsi Jawa tengah TH 1998-2001

Tahun Wisman Pertumbuhan Wisnus Pertumbuhan
{ dalam orang) {%) (dalam orang) (%)
1998 274.233 -134,9 11.907.513 -19.5
1989 219.470 -20 12.976.253 13,8
2000 270.945 23,5 14,569.739 123
2001 287.171 6 16.477.590 26,82

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, diolah -

Bila dilihat secara keseluruhan , jumlah wisatawan mancanegara dan

wisatawan nusantara pada tiap kabupaten / kota dapat dilihat pada Tabel 4.4

berikut :
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Tabel 4.4

Jumlah Wisatawan menurut kabupaten / kota
Di Propinsi Jawa tengah tahun 1998-2001 ( dalam orang)
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No Kab/Kota 1998 1999 2000 2001 rata-rata
1 | Cilacap 424136 433769 628214 516278 | 500599,3
2 { Banyumas 539397 718470 892803 818154 742206
3 | Purbalingga 111124 108247 143168 122020 | 121139,8
4 | Banjamegara 374376 472374 554527 449353 | 4626575
5 | Kebumen 429727 482715 523176 567268 [ 500721.,5
6 | Purworejo 180252 202018 152365 57602 | 148059,3
7 | Wonosobo 135847 73147 142356 136440 | 1218475
8 | Magelang 1544288 | 2004227 | 2857389 { 2744187 | 2287523
9 [ Boyolali 423764 96596 127192 195852 210851

10 | Klaten 874851 1066058 | 1407502 | 1577892 | 1231576
11 | Sukcharjo 157300 35901 34907 29363 | 64367.75
12 | Wonogiri 216877 285856 338023 240252 270252
13 [ Karanganyar 509735 491697 144619 636145 445549
14 | Sragen 157300 129008 166298 164269 | 154218,8
15 | Grobogan 173633 141144 152468 129150 | 149088,8
16 | Blora 133796 6660 28906 32817 | 50544 75
f 17 | Rembang 171299 146401 168285 263139 187281
18 | Pati 17356 12125 3606 4980 8516,75
18 | Kudus 565693 762925 653107 856178 | 709475,8
20 | Jepara 543241 374778 427320 447894 | 4733083
21 | Demak 1110164 | 1778748 ] 2024523 | 2036290 | 1737431
22 | Semarang 328599 296778 287926 428221 335381
23 | Temanggung 52985 49162 58181 55798 540315
24 | Kendal 133796 120087 150232 96420 | 1273838
25 | Batang 89118 85304 82968 104048 90359,5
26 | Pekalongan 48481 31045 39729 34115 378375
27 | Pemalang . 199055 178672 134777 23850 | 134088,5
28 | Tegal © 388547 392890 561589 504270 461824
29 | Brebes 85384 81116 99493 99889 91470.5
30 | Kota Mageiang 423764 531187 723307 762210 610117
31 | Kota Surakarta 522588 573661 264390 | 1149755 | 6275985 |
32 | Kota Salatiga 29343 26930 25750 16325 24587
Kota
33 | Semarang 671633 709759 480751 11056526 | 741917.3
Kota
34 | Pekalongan 155075 134326 120492 129289 | 1347955
35 | Kota Tegal - 161242 161944 231346 229522 | 196013,5
jumlah 12181746 | 13195723 | 14840685 | 16764761 | 14245729
rata-rata 348049,8857 | 377020,7 | 4240196. 4789932 | 4070208

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka,beberapa tahun
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Pada Tabel 4_,3, perkembangan banyaknya wisatawan baik asing
maupun nusantara€ cenderung menurun pada tahun 1998 disebabkan krisis
ekonomi yang melanda dan sejak tahun 2000 telah meningkat cukup baik
terutama  wisatawan  nusantara, sedangkan  wisatawan  asing
perkembangannya masih relatif lambat karena permasalahan yang terkait
dengan citra Indonesia diluar negeri yang dianggap sedang mengalami
ketidak stabilan politik dan kerusuhan sosial diberbagai tempat.

Bila dilihat distribusi wisatawan tiap kabupaten / kota ( Tabel 4.4 ),
maka kabupaten / kota yang memiliki daerah tujuan wisata terkenal baik
ditingkat nasional maupun internasional lebih mudah menyedot wisatawan
dibanding dengan daerah- daerah yang memiliki daerah tujuan wisata yang
kurang terkenal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor promosi juga
memegang peranan penting 'daiam menyedot wisatawan sebanyak —
banyaknya sebﬁb masih begitn banyak daerah tujuan wisata bagus yang
semestinya bisa “dijual” pada pasar yang lebih luas.

Kabupaten Magelang memiliki jumlah wisatawan terbanyak karena
keberadaan Candi Borobudur, Kabupaten Demak di peringkat ke dua
dengan Masjid Demak , Kabupaten Klaten memiliki Candi Prambanan,
Kota Surakarta dengan Keraton ‘Solo. Kabupaten/ kota tersebut mampu
menjaring wisatawan terbanyak :karena memiliki daerah tujuan wisata
andalan. Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah wisatawan nusantara tetap

mémpakan pasar yang tetap perlu banyak digarap karena ternyata
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kuantitasnya lebih banyak yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan

penerimaan dari sektor pariwisata daerah setempat

» 4.5, Jumlah Hotel

Prasarana pendukung pariwisata salah satunya adalah hotel
berbintang dan hotel melati. Di Jawa tengah diketahui jumlah hotel
berklasifikasi bintang sebanyak 90 unit dengan jumlah kamar sebanyak
5.216 unit dan terbanyak berada di kota Semarang dan Surakarta.
Sedangkan hotel melati berju:mlah:9l9 unit dengan jumlah kamar sebanyak
15.635 umt, paling banyak berada di Kota Semarang, Surakarta dan
Kabupaten Banyumas.

Dari Tabel 4.5, terlihat bahwa jumlah hotel masih sangat minimal di
banyak daerah sehingga kurang potensial sebagai sumber penerimaan pajak.
Tercatat hanya beberapa daerah yang mempunyai potensi pajak cukup besar
untuk mendapat pemasukan dari sektor hotel yaitu Kota Semarang,
Banyumas dan Surakarta.

Pada saat ini , kabupaten/ kota dengan jumlah hotel sedikit tentunya
tidak bisa mengandalkan pemasukan dari sektor ini, sehingga perlu
mengembangkan sektor ~ sektor lain yang pada akhirnya akan bisa
meningkatkan kebutuhan akan hotel / penginapan baik untuk pelaku
bisnis,maupun wisatawan . Pada saat itu lah pemasukan dari sektor hotel

dapat bergerak naik secara signifikan.
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Tabel 4.5
Jumlah Hotel menurut kabupaten / kota
Di Propinsi-Jawa tengah ( 1998-2001 )

No Kab/Kota 1998 1999 2000 2001 rata-rata
1 | Cilacap 41 38 43 41 40,75
2 [ Banyumas 130 135 147 141 138,25
3 | Purbalingga & 8 6 6 6
4 | Banjamegara 9 9 10 9 9,25
5 | Kebumen 20 20 20 22 20,5
6 | Purworejo 13 13 14 14 13,5
7 | Wonosobo 26 26 21 29 25,5
8 | Magelang 18 18 22 17 18,75
9 | Boyolali 5 5 8 5 5,25

10 | Klaten 28 28 29 29 28,5
11 | Sukoharjo 5 5 6 5 5,25
12 | Wonagiri 14 15 15 151 14,75
13 | Karanganyar 40 40 44 88 53
14 | Sragen 4 4 4 4 4
15 | Grobogan 10 10 9 10 9,75
16 | Blora 18 18 20 18 18,5
17 | Rembang 11 9 .- 10 10 10
18 | Pati 21 21 24 22 22
19 | Kudus 13 12 14 13 13
1 20| Jepara ] 2 7 8 8 8
21 | Demak ) 2 2 1 2 1,75
22 ; Semarang 13 136 129 166 140,5

23 | Temanggung 6 6 8 8 6,5

24 | Kendal 10 10 14 13 11,75

25 | Batang 4 4 4 4 4

26 | Pekalongan ’ 1 1 1 1 1

27 | Pemalang 5] & 5 6 575

28 | Tegal 13 13 12 22 15

29 | Brebes 3 3 3 3 3

Kota
30 Magelang 18 18 17 18 17.75
31 | Kota Surakarta 113 113 117 126 117,25
32 | Kota Salatiga 8 : 8 7 8 7,75
Kota
a3 Semarang 84 84 82 87 84,25
Kota
34 Pekalongan 18 18 24 19 20,25
35 | Kota Tegal 23 24 25 22 23,6
jumlah 8382 886 921 1009 9245
rata-rata 252 | 2531429 | 26,31429 | 28,82857 | 26,41429

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka beberapa tahun
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4.6. Jum]ah Investasi Pemerintah

Pembangunail daerah sebagai bagian integral dari pembangunan

nasional dalam era otonomi daerah diharapkan unfuk meningkatkan

I
pathisipasi masyarakat dalam pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan

| :
ma;syarakat serta kemandirian daerah. Pembangunan daerah disusun

| ‘
beii'dasarkan dokumen perencanaan pembangunan , yakni Program
| :
Pelinbangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Pembangunan Tahunan

Daierah (REPETADA) dan sebelumnya didasarkan atas Pola Dasar
Prc%)gram (POLDASj, Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah
(R]:EPELITADA) dan Rencana Umum Pembangunan Tahunan (RUPTD).
Pelnbangunan daerah tersebut dijabarkan dalam bentuk proyek-proyek

pembangunan  daerah yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dan

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat
|

dilihat dari dua sisi yaitu sumber dana pembangunan (Pemerintah Pusat

(APBN Sektoral, INPRES), Pemerintah Propinsi (APBD Propinsi (sektoral

! ‘
{

dan DBantuan Kepada Daerah Bawahan (2P.0.A) dan APBD

Kabupaten/kota), dan sektor pembangunannya (20 sektor pembangunan).

Sektor-sektor pembangunan itu meliputi (1) Sektor Industri; (2) Pertanian
i

da;t:1 Kehutanan; (3) Sumberdaya Air dan Irigasi; (4) Tenaga Kega; (5)

Peidagangm, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan
|

Koperasi ; (6) Transportasi (7) Pertambangan dan Energi ; (8) Pariwisata
|

da1:1 Telekomunikasi Daersh; (9) Pembangunan Daerah dan Pemukiman;

e e QR e e R e
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|
|
|
|
|
|
|
i
|
|
!
|
(10|) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; (11) Pendidikan, Kebudayaan
|

Nalsional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan
!

Olzlzhraga; (12) Kependudukan dan Keluarga Berencana; (13) Kesehatan,
Ke:sejahteraan Sosial. Peranan Wanita, Anak dan Remaja; (14) Perumahan
dal:l Pemukiman; (15) Agama; (16) Imu Pengetahuan dan Teknologi; (17)
I-Iu;kum (18) Aparatur Pemerintah dan Pengawasan; (19) Politik,
Pe%nerangan, Komunikasi dan Media Massa; (20)' Keamanan dan Ketertiban
U1+1um dan Subsidi kepada Daerah Bawahan.

i Anggaran pembangunan yang berasal dari Pemerintah pusat dapat
beli'.asal dari dana INPRES (Inpres S'ekolah Dasar; Inpres Pasar, Inpres
Jallan, Inpres Penghijanan) dan APBN Sektoral yang dilaksanakan di daerah.
Sedangkan pengeluaran pembangunan yang berasal dari dana APBD
Propinsi merupakan pembelanjaan pembangunan oleh pemerintah propinsi
yang dilaksanakan yang dilaksanakan di daerah. Sejak tahun anggaran
20 Jl bersamaan dengan diberlakukannya UU No, 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemernitah Pusat dan Daerah, maka sumber penerimaan

dari pusat dalam bentuk Block Grant , yaitu Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Specific Grant, yaitn Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai pengganti
|

dal|11a Inpres sebelumnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya besar APBD

|
Kaibupaten/kota sebagai konsekuensi dari diserahkannya beberapa

ke\!ivenangan propinsi dan pusat ke daerah.
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Tabel 4.6
Besarnya Realisasi Pengeluaran Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota
Di Jawa Tengah Tahun 1998 - 2001 ( dalam juta Rupiah)
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No | Kab/Kota 1998 1999 2000 2001 Rata-rata
1| Cilacap 25.767,940 50.743,370 31.278,441 | 33.056,118 | 35.211,47
2 [ Banyumas 18.578,785 30.179,053 24.040,715 | 27.526,371 | 25.081,23
3 [ Purbalingga 10.550,602 18.666,696 13.698,664 | 74.362,806 | 29.324.71
4 | Banjurnegara |  17.096,650 18.458,730 14,465,586 | 18.540.688 | 17.140,66
5 | Kebumen 19,756,311 25.956,757 17.860,709 | 10.885,895 | 20.864,92
6 | Purworejo 11.184,269 18.035,838 19.215,191 | 77.083,876 | 31.379,79
7 [ Wonosobo 11.474,466 19.071,527 13.154.428 | 26.058,400 | 17.664,71
8 | Magelang 18.407.782 15,658,441 19.136,927 | 26.472,567 | 19.918,93
9 | Boyolali 12.182,519 20.251,688 16.004,005 | 20.875,893 |  17.328,53
10 | Katen 15.169,317 21.397,452 18311,190 | 34923423 | 22.450,35
11 | Sukoharjo 14,484,417 17,211,033 12.978672 | 27.556,319 | 18.058,11
12 | Wonogiri 19,834,368 23.246,222 18.807,899 | 27.879,220 | 22.441,93
13 | Karanganyar |  13.385,627 17.730,970 15148285 | 43.480,751 | 22.436,41
14 | Sragen 22,640,127 14.307,471 14.752,423 | 44.814,842 | 24.128,72
15 | Grobogan 16.849,233 22.558,657 16.547,752 | 19.691,177 | 18.811,70
16 | Blora 15.368,463 21.302,105 | - 16.290,585 | 100.438.655 | 28.274,95
17 | Rembang 71,816,397 17.081,561 13.079,022 | 39.366,829 | 20.560,95
18 | Pati 15.793,075 25.037,926 18.348,778 | 50.801,600 | 27.49534
19 | Kudus 14,661,505 14.963,548 12.953,454 | 33.417,213 | 17.998.93
20 | Jepara 18.986,196 23062357 10569,044 | 20.012,640 | 22.707,78
21 | Demak 13.469,522 16.917,410 12.004,012 | 10.971,855 | 13.340,70
22 | Semarang 17.695,606 57.134.606 17.073,343 | 43.190,649 | 25.023,57
23 | Temanggung |  10.342,025 10,881,962 14440203 | 57897,719 |  23.390,48
24 | Kendal 17.603,200 23,299,700 16.467,833 | 130.977,562 | 49.337.07
25 | Batang 10.351,871 18.627,420 14.317,033 | 47.541,081 | 22.709,58
26 | Pekalongan 12.681,005 11,628,046 12.558,821 | 37.650.873 | 18.830,19
27 | Pemalang 16.080,046 22.884,321 19483050 | 44.455343 | 25.725,02
28 | Tegal 19,640,342 30707392 | 23.880,895 | 74.993,678 | 37.307,83
29 | Brebes 21.305,809 32.105,104 20.149,230 | 22.160,276 | 21.430,13
30 ; Kota 4.469,288 5.243,062 7028937 | 27.918,205 |  11.164,90
Magelang
31 | Kota 9.244,948 27.492,995 50.922,373 | 60.614,685 | 39.318,75
Surakarta
32 | Kota Salatiga 3.380,673 5574528 | 7.533218 13354027 | 7.460,81
33 | Kota 28.635,485 37.100,574 80.649,751 | 296.240.451 | 110.656,57
Semarang
34 | Kota 4.100,953 10.155,562 10.880,567 | 17.024,926 | 10.540,50
Pekalongan
35 | Kota Tegal 6,006,693 11,841,204 7.550,738 | 18.800,683 | 11.064,83
JUMLAH 514.986,60 711.736,29 670,482,60 1.688.701,47 895.481,74
Rata-rata 14,714,198 20,335,32 19.156,83 48.248.61 2561376

Sumber : Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah, dari berbagai tahun
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Pada Tabel '4.6 terlihat bahwa besarnya angparan pembangunan
pemerintah daerail Kabupaten/kota pada tahun 2001 adalah sebesar
1.608.701 juta rupiah. Kota Semarang sebagai ibukota propinsi merupakan
daerah dengan anggaran pembangunan daerah terbesar yaitu 296.240.‘ juta
rupiah atau 11,16 % dari jumlah rata-rata daerah di Jawa Teng_ah, disusul
kemudian Kendal 139.978 juta rupiah atau 4,78 % dari jumlah rata-rata
daerah di Jawa Tengah, dan Blora 100.139 juta rupiah atan 4,41 % dari
jumlah rata-rata daerah di Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten Demak
merupakan daerah dengan jumlah anggaran pembangunan terkecil, yaitu
10.972 juta rupiah. Hal ini dapat dipahami karena dengan membandingkan

anggaran pembangunan dengan jumlah keseluruhan

Jumlah keseluruhan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah
yang berasal dari APBD Kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2001
adalah sebesar Rp. 1,688,701.466 juta. Peningkatan tertinggi anggaran
pembangunan daerah terjadi pada tahun 2001, yaitu sebesar 151,56 %, hat
ini sebagai konsekuensi dari mulai dilaksanakannya otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada tahun 1998 ini sebagai akibat adanya
krisis ekonomi yang menyebabkan penurunan pada sisi penerimaan dari
daerah, sedangkan penurunan APBD pada tahun 2000, lebih disebabkan
karena masa transisi (peralihan) dari sistem anggaran pemerintah, dimana
pada tahun tersebut dimulai dari bulan April sampai dengan Desember

(9 bulan ).
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4.7. Jumlah Daya Listrik Tersambung

Listrik meropakan salah satu sumber energi utama dalam kegiatan
produktif di masyarakat. Tersedianya energi listrik juga akan memberikan
kenyamanan bagi masyarakat untuk tinggal di suatu daerah. Daya listn.'k
tersambung digunakan sebagai sarana penerangan, sumber energi bagi
peralatan rumah tangga, industri, perkantoran dan kegi'atan produksi
lainnya. Semakin méﬁingkat pendapatan masyarakat maka kebutuhan
akan listrik akan menjadi semakin besar, demikian juga dalam suatu
perusahaan semakin besar wusaha dan semakin modern peralatan yang
digunakan maka ketergantungan akan sumber energi listrik semakin besar.

Produksi energi listrik di Jawa Tengah terdapat di beberapa daerah
(kabupaten/kota) seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Semarang,
Cilacap dan Wonosobo. Energi listrik ini diproduksi dengan berbagai
teknologi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit
Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),
Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dan Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi(PLTP) di Dieng. Pada tahun 2001 jumlah energi histrik
yang di produksi di Jawa Tengah sebesar 5.642.112 MWh. Untuk
menghubungkan  energi listrik yang telah dihasilkan agar dapat di
distribusikan, maka &ihubungkan dalam jaringan interkoneksi pengatur
beban yang ada di Ungaran, Kabupaten Semarang.

Di Jawa "fengah terdapat 10 cabang dis_t*:ibﬁsi PT. PLN (Persero),

yaitu Semarang (meliputi ranting/rayon Semarang, Kendal, Purwodadi,

o o T  rry wen  S ans Sn T T IIR———



81

Demak) , Surakarta (Surakarta, Karanganyar, Sragen, Wonogiri dan
Sukohatjo), Purwokerto  (Purwokerto, Banyumas, Wonosobo,
Banjamegara, Purbalingga), Tegal (Tegal, Pemalang, Slawi, Brebes),
Magelang ( Magelang, Purworejo, Temanggung, Muntilan), Kudus (Kudus,
Pati, Jepara, Rembang, Blora), Salatiga (Salatiga, Ungaran, Ambarawa),
Klaten (Klaten, dan Boyolali}, dan Pekalongan (Pekalongan dan Batang),
Cilacap (Cilacap dan Kebumen). Pembagian batas wilayah kerja dari masing
masing cabang tidak selalu sama dengan batas administrasi
Kabupaten/kota.

Pengguna listrik PLN di Jawa Tengah secara umum  dapat
dﬂielompokkan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu :

1.  Kelompok Rumah tangga

2.  Kelompok Industri

3. Kelompok Usaha

4. Kelompok Sosial

5. Kelompok Kantor Pemerintah

6. Kelompok Penerangan Jalan

Kelompok rumah tangga merupakan  terbesar dalam jumlah
pelanggan dan pengguna daya listrik. Berdasarkan data tabun 2001, di
Jawa Tengah terdapat 4.388.881 pelanggan rumah tangga dan menyerap
2.672.611 KVA daya listrik tersambung. Dari sisi penggunaan daya listrik

tersambung persatuan pelanggan, maka kelompok rumah tangga adalah
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yang terkecil, vaitu rata-rata setiap pelanggan hanya menggunakan daya
listrik sebesar 0,609 KVA. . |

Kelompok industri dari sisi jumlah pelanggan relatif lebih kecil, yaitu
hanya 4.288 pelanggan, namun dari sisi pengguna daya listrik adalah
terbesar kedua setelah kelompok rumah tangga, yaitu sebesar 951.557 KVA
atau rata rata satu pelanggan membutuhkan daya listrik sébesar 221,912
KVA. R

Kelompok pelanggan jenis usaha di Jawa Tengah terdapat 131.844
pelanggan dan membutuhkan daya listrik sebesar 424.252 KV A atau rata-
rata setiap pelanggan membutuhkap daya listrik terpasang sebesar 3,218
KVA. Sedangkan jumlah daya listrik tersambung di Jawa Tengah pada
tahun 2001 sebesar 4.280.674,151 KVA. Namun demikian berdasarkan
data dari PT PLN bahwa di Jawa Tengah masih terdapat daerah yang
belum berlistrik, yaitu sebanyak 73 desa yang tersebar di beberapa
kabupaten, seperti Jepara, Cilacap, Tegal, Banyumas, Blora, Boyolali,

Kebumen dan Batang.




Tabel 4.7

Besarnya daya listrik tersambung

&3

menurut kabupaten/ kota di Jawa Tengah Tahun 1998-2001

(dalam kwh)

No | Kab/Kota 1998 1999 2000 2001 | rata-rata
1 i Cilacap 163989 174850 197692 210559 | 186772,5
2 | Banyumas 119453 129223 144694 159126 138124
3 | Purbalingga 44584 50185 58596 62631 53499
4 | Banjarnegara 34372 38951 46220 54232 | 43443,75
5 | Kebumen 69085 81057 88711 96700 | 83888,25
6 | Purworejo 62104 67062 73999 79900 { 70766,25
7 | Wonoesobo 48463 52891 57635 60998 | 54996,75
8 | Magelang 50411 53194 59359 63220 56548
9 | Boyolali 650845 59081 65587 68913 { 63606,5

10 1 Klaten 124930 133239 144490 154562 [ 139305,3
11 | Sukoharjo | 178546 103694 111464 121665 | 1288423
12 | Wonogiri 75869 82547 91794 100742 B7738
13 | Karanganyar 111441 122158 128020 138643 | 125315,5
14 | Sragen 105371 119246 126680 134893 | 121547 .5
15 § Grobogan 104574 110835 125437 131721 | 1181418
16 | Blora ' 81649 65820 73686 | 78738 | 6997325
17 | Rembang 35164 38334 42309 45563 | 403425
18 i Pati 97489 106046 116210 127172 | 1117293
19 | Kudus 114415 125488 134078 145182 | 129790,8
20 | Jepara 69862 79858 92136 104928 | 86696,25
21 | Demak 54379 57417 64327 68264 | 61271,75
22 | Semarang 100914 108739 122086 137751 | 1173725
23 | Temanggung 57787 83747 6586892 72903 | 657815
24 | Kendal 174821 194406 | 204704 | 201672 | 193825,8 |
25 | Batang 43359 48204 566870 60187 52105
26 | Pekalongan 60069 68370 72349 54336 63781
27 | Pemalang 76821 81548 87091 95097 | 85139,25
28 | Tegal 58364 61662 67996 75303 | 65831,25
29 | Brebes 83027 88814 100911 111761 | 96128,25
30 | Keta Magelang 71314 75410 83594 90567 | 80221,25
31 | Keta Surakarta 130094 220737 236154 254280 | 210316,3
32 | Kota Salatiga 67078 71222 78721 84470 | 75372,75
33 | Kota Semarang 563085 582872 621147 665381 { 608121,3
: Kota
‘34 | Pekalongan 45484 47430 50325 78790 | 55507,25
35 | Kota Tegal 74322 779250 83600 89119 | 8124775
jumlah 3393534 | 3641987 | 3976161 | 4280670 [ 3823088
rata-rata 96958,11 | 104056,8 | 113604,6 | 122304,9 | 1092311

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka beberapa tahun
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HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Pengujian Data

Pengujian model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian
ini sangat menentukan hasil analisis berkaitan dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi besarnya penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari
pajak daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun demikian sebelum
melakukan uji terhadap model regresi berganda yang ada, maka periu
dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sehingga hasil model regresi
yang diharapkan akan benar—ﬁenar sebagal suatu model regresi yang baik

dan efisien.

5.L.1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji ini  dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya penyakit yang
terdapat dalam model regresi yang digunakan seperti multikolinieritas,
heteroskedastisitas dan outokorelasi. Apabila ada penyimpangan terhadap
asumsi klasik tersebut, maka hasil uwji t dan uji F yang dilakukan menjadi
tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang

diperoleh..
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Dependent Variable: LR
Method: Least Squares

Date:; 08/26/03 Time: 00:10

Tabel 5.1.

Hasil Perhitungan Persamaan Regresi Awal
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Sample: 1 140
_Included observations:. 140
Variable Coefficient Std. Error t-Stafistic Prob

c -5.133426 0.931859 -5.508802 0.0000
L_PP 0.324929 0.084200 3.858003 0.0002
Lw 0.101323 0.027916 3.629584 0.0004
LH 0.069100 0.035727 1.934127 0.0552
LG 0.397857 0.062499 6.365816 0.0000
L_DL 0.664401 0.091922 7227910 0.0000
R-squared 0.752839 Mean dependent var 7.841006
Adjusted R-squared 0.743617  S.D. dependent var 0.791602
S.E. of regression 0.400822  Akaike info criterion 1.051314
Sum squared resid 2152822 Schwarz criterion 1177384
Log likelihood -67.59196  F-statistic 81.63132
Durbin-Watson stat 1.859943  Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber : Lampiran 3 .

5.1.1.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan eksaklinier antar variabel

penjelas. Multikolinieritas diduga terjadi bila nilai R? tinggi tetapi nilai

semua atan sebagian besar variabel penjelas tidak signifikan dan nilai F-

hitung tinggi. Pengujian terhadap ada tidaknya mmultikolinieritas dilakukan

dengan menggunakan cara regresi parsial, yaitu membandingkan nilai R?

dari model regresi awal atau utama dengan R? model auxiliary regression

antar variabel penjelas. Apabila nilai R? dari model regresi awal atau utama
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lebih tinggi dari R? model auxiliqry regression antar variabel penjelés maka

tidak terdapat multikolinieritas.

Dari hasil pengujian ternyata memperlihatkan nilai R* dari model
regresi awal atau utama (0,743617) lebih tinggi dari nilai R? model
auxiliary regression antar variabel penjelas seperti terlihat pada Tabel 5.1.
Dengan demikian model penelitian tidak terdapat multikolinieritas antara

variabel penjelas.

Tabel 5.2

Perbandingan Nilai R? dari medel regresi awal atan utama dengan R’
model auxiliary regression antar variabel penjelas

1 | Model Regresi Awal

LR=Ff{L PP,L H L W,L IGL DL} 0,743617
2 |[LPP=f{L HLW,LIGL DL} 0.299941
3 [LH=f{L PP, L W,L IG L DL} 0.281727
4 |LIG=f{L PP,L H, L W, L DL} 0.273748
5 |Lw=f{L PP.L H L IG,,L DL} 0.082936
6 |[LDL=f{LPPLHILIG,LW} 0.520844

Sumber : Lampiran 3 dan 4
5.1.1.2. Uji Autokorelasi.

Autokorelasi terjadi bila nilai gangguan dalam periode tertentu
berhubungan dengan nilai gangguan sebelumnya. Pengujian ada tidaknya
autokorelasi digunakan dengan menggunakan uji d -Durbin Watson (DW-
test J).Breusch-Godfrey test. Berdasarkan tabel statistik d-Durbin Watson

pada taraf signifikasi o = 5 % dengan n = 140, k =5 diketahui bahwa dl =

e e . - e 1 L i | rama
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1,665 dan du 1,802, Hasil perhitungan DW sebesar 1.8599, hal ini berarti
berada pada daerah bebas autokorelasi. Demikian juga dengan hasil
Breusch-Godjfrey test dimana probabilitas dari obs*R-squared sebesar 0.632
(63,2 %) di mana lebih besar dari nilai alpha' 5 %, maka dapat disimpulkan

bahwa tidak terjadi autokorelasi (lihat lampiran 4).
5.1.1.3. Uji Heteroskedastisitas.

Penyimpangan terhadap asumsi homoskedastisitas disebut dengan
heteroskedastisitas. Hal ini terjadi bila distribusi probabilitas tidak sama
dalam semua observasi x dan varian setiap residual tidak sama untuk semua
nilai variabel penjelas. Pengujian  heteroskedastisitas dilakukan- dengan
menggunakan uji White Heteroskedasticity. Pada pengujian ini apabila
nilai probabilitas dari obs *R-square statistic lebih kecil dari nilai alpha (o)
yang ditentukan dalam hal ini 0,05 maka hipotes@s Ho : Homoskedastisitas
ditolak dengan kata lain terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini

_ nilai alpha (o) yang ditentukan adalah sebesar 5 %. Hasil pengujian White
Heteroskedasticizf;) menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya ternyata
lebih kecil dari 5 %, yaitu 2,2179 % (0,022179), sehingga dapat
disimpulkan bahwa Ho : homoskedastisitas dapat ditolak dengan kata lain

terjadi penyimpangan heteroskedastisitas.

Untuk menghilangkan atau mengobati masalah heteroskedastisitas

dalam model empriris yang digunakan, maka  digunakan dengan
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' menggunakan meiode kuadrat terkecil tertimbang (weighted least squares =

WLS)

Persamaan regresi yang dihasilkan dengan menggunakan kuadrat
terkecil tertimbang adalah sebagai berikut : dengan membandingkan nilai
sum squared resid antara persamaan regresi awal sebesar 21,52822 dan
persamaan regresi tertimbang sebesar 0,185803, dimana persamaan regresi
tertimbang jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai sum squared resid
persamaan awal, maka dapat dikatakan penyakit heteroskedastisitas telah
hilang, Hal ini memberikan arti bahwa persamaan regresi tertimbang telah
bebas dari penyakit asumsi klasik dan dikatakan baik sehingga dapat
dianalisis nilai F dan t- hitungnya

Tai)el 5.3.

Hasil Persamaan Regresi Tertimbang

Dependent Variable: WLR
Method: Least Squares
Date: 08/31/03 Time: 15:32

Sample: 1 140

Included observations: 140
Variable Confficient Std. Error  t-Statistic Prob.
C -0.476902 0.086571  -5.508802 0.0000
WLPP 0.324929 0.084200  3.859003 0.0002
WLW 0.101323 0.027916  3.629584 0.0004
WLH 0.069100 0.035727 1.934127 (.0552
WLIG 0.397857 0.06249%  6.365816 0.0000
WLDL {.664401 0.091922  7.227910 0.0000
R-squared 0.752839 Mean dependent var 0.728440
Adjusted R-squared (0.743617  S.D. dependent var 0.073541
S.E. of regression 0.037237  Akaike info ctiterion 3701121
Sum squared resid 0.185803  Schwarz criterion -3.575051
Log likelihood 265.0785 F-statistic 81.63132
Durbin-Watson stat 1.859943_ Probi{F-statistic) 0.000000

Sumber : Lampiran 6
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5.1.2. Pengujian Statistik

Uji statistik dari model regresi linier yang digunakan dalam penelitian
ini meliputi : wji signifikansi parameter secara bersama (uji statistik F),

 koefisien determir:asi dan uji parameter secara individual (uji statistik t).

5.1.2.1 Uji Statistik F.

Uji statistik F merupakan uji ketepatan model yang merupakan uji
ketepatan model yang merupakan uji simultan apakah variabel independen
secara bersama- sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F yang besar
lebih baik dibandingkan dengan nilai F hitung yang rendah. Sedangkan
nilai prob. F merupakan tingkat signifikansi marginal dari uji-F. Dengan
nilai probabilitas F, maka dapat dilakukan penolakan hipotesa o jika nilai
prob F kurang dari nilai alpha (o) . Nilai alpha (ct) yang digunakan adalah 5
% . Dari hasil perhitungan seperti terlihat pada tabel 5.2. terlihatkan bahwa
nilai probabilitas F-statistik adalah 0,0000 yang berarti jauh lebih kecil dari
nilai ¢ (0,05) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel
bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel yang dijelaskan,
vaitu PDRB Kabupaten/kota. Dengan melihat nilai F-statistik  sebesar
81.63132 yang jauh lebih besar davi nilai F-tabel (140,5) pada o = 0,05

sebesar 2,29 yang berarti Ho : ditolak.

e R T e



90

5.1.2.2. Koefisien Determinasi (R?).

R? untuk mengukur goodness of fit. Nilai R-squared (R’ ) statistik
mengukur tingkat keberhasilan model yang digunakan dalam memprediksi
- nilai variabel tak bebas, atau dengan kata lain, untuk melihat seberapa besar
pengaruh variabel-variabel bebas tersebut secara bersama-sama dapat dilihat
dari besarnya R’* Besarnya nilai R? berdasarkan hasil perhitungan adalah
adjusted R* sebesar 0743617 hal ini dapat diartikan bahwa 74,361 %
variasi variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel penjelas
(independen) di dalam model. Sedangkan sisanya sebesar 25,639 %

dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di lnar model.

5.1.2.3. Uji Statistik t.

Uji statistik t (t-test) bertujuan untuk mengetahui signifikansi
pengaruh variabel independen secara individual terhadap terbadap variabel
dependen. Signifikansi variabel secara individual ditunjukkan dari nilai
probabilitas masing-masing variabel, dan dibandingkan dengan derajat

kepercayaan yang ditentukan dalam hal ini 5 % (0,05).

Dari hasil perhitungan yang dilakukan dapat diketahui bahwa
probabilitas variabel PDRB perkapita / PP (0,0002), Jumlah Wisatawan / W
(0,0004), Jumlah Hotel / H (0,0552), Jumlah Anggaran Pembangunan
Pemerintah Daerah / IG (0,0000) dan Penggunaan Energi Listrik / DL

(0,0000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak
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Daerah Kabupaten/kota pada derajat a 5 % dan o 10 %. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa seluruh ve:uiabel penjelas  kecuali jumlah hotel
secara individu mempunyai pengaroh positif dan signifikan terhadap

variabel dependen (yang dijelaskan).

5.2, Interprestasi Model

Hasil perhitungan analisis regréssi dari studi empiris yang dilakukan
maka dapat dituliskan bentuk model fsebagai berikut :

R =-0,476 +0,324 PP+0,101 W-i+0,069 H+ 0,397 IG +0,664 DL+¢ t

t = (3859)+(3,629 )+ (1,934 ) + (6,365 ) +(7,227)
R2 = 0743 |
DW=1859

Berdasarkan tabel 5.3 tersebut ?diatas, maka dapat dijelaskan bahwa
pengaruh pendapatan perkapita (PDRB perl;apita) terhadap penerimaan
- pemerintah daeral:  dalam hal ini p:ajak dacrah kabupaten/kota di Jawa
Tengah ternyata signifikan dan be%arah positif dengan nilai elastisitas
sebesar 0,3249, Nilai ini berarti %bahwa apabila tingkat pendapatan
perkapita dalam hal ini PDRB perkélpita masyarakat Kabupaten/kota di
Jawa Tengah meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan penerimaan
pajak daerah Kabupaten/kota di Jawa ’fi“engah sebesar 0.3249 persen.

Elastisitas jumlah wisatawan y%cmg berkunjung terhadap penerimaan

pajak daerah adalah sebesar 0,1013. Hal ini memberikan arti bahwa setiap
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kenaikan 1 % jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata akan
menyebabkan peningkatan pajak daerah sebesar 0,1013 %.

Elastisitas jumlah hotel yang ada terhadap penerimaan pajak daerah
adalah sebesar 0,0691. Hal ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan 1
% jumlah hotel akan menyebabkan peningkatan pajak daerah sebesar
0,0691 %.

Elastisitas jumlah anggaran pembangunan pemerintah daerah
(Kabupaten/kota) terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0,3978.
Hal ini memberikar arti bahwa setiap kenaikan 1 % jumlah anggaran
pembangunan pemerintah daerah akan menyebabkan peningkatan pajak
‘daerah sebesar 0,3978 %.

Elastisitas jurnlah energi listrik yang tersambung terhadap penerimaan
pajak daerah adalah sebesar 0,6644. Hal ini memberikan arti bahwa setiap
kenaikan 1 % jumlah daya listrik tersambung akan menyebabkan
peningkatan pajak daerah sebesar 0,6644%.

Dari kelima variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini
dapat diketahui bahwa energi listrik merupakan varabel bebas yang
memiliki elastisitas  terbesar 0,6644 disusnl  kemudian anggaran
pembangunan pemeriﬁtah daerah, PDRB perkapita, jumlah wisatawan dan
jumlah hotel.

Nilai elastisitas berkisar antara 0 — 1, dimana semakin besar nilai
elastisitas maka variabel dinilai semakin elastis. Energi listrik memiliki

elastisitas yang tertinggi. Hal ini memberikan indikasi bahwa penggunaan
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-

energi listrik di Jawa Tengah relatif lebih berpengaruh terhadap penerimaan
'pajak daerah. Deziéan meningkatmya penggunaan energi listrik maka
diharapkan dapat meningkatkan pajak penerangan jalan yang dipungut

bersamaan dengan pembayaran rekening Hstrik.

5.3. Pembahasan

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 tahun
2001 tentang Pajak Daerah bahwa besarnya pajak penerangan jalan (PPJ)
setinggi-tingginya adalah 10 % dari jumlah tagihan rekening listrik yang
dipungut dari pelanggan listrik PLN. Selanjutnya disebutkan bahwa
besarnya pajak tersebut ditetapkan dengan Perda. Namun berdasarkan
Perda yang berlaku pada saat ini, ditetapkan besarnya pajak penerangan
jalan adalah 9 % dari besarnya tagihan listrik yang dipungut oleh PLN.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan semakin besarnya energi
listrik yang digunakan oleh masyarakat, maka menyebabkan semakin
besarnya penerimaan pajak daerah yang disebabkan semakin besamnya
~ penerimaan PLN dari pembayaran rekening listrik masyarakat dan pelaku

usaha/swasta.
Anggaran pembangunan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk
investasi dari pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan ekonomi
masyarakat. Anggar@ pembangunan pemerintah ini digunakan untuk

menjalankan fungsi pemerintah daerah seperti untuk menyediakan infra
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" struktur seperti ja?.aﬁ, jembatan, pengairan, memberikan pelayanan kepada
masyarakat. |

Anggaran pemerintah daerah ini diuraikan dalam 20 sektor
pembangunan , dan tiap sektor terdiri beberapa sub sektor dan masing
masing sub sektor terdiri dari satu atau lebih program pembangunan.
Anggaran pembangunan ini merupakan bentuk penjabaran dari kegiatan

pembangunan daerah yang utuh dan sinergis, dimana salah satu tujuan

pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, maka output

} . yang dihasilkan menjadi semakin besar, dan pada akhimya pajak yang
‘ .
\

dapat dipungut menjadi semakin besar. Dengan kata lain baik secara
langsung. maupun tidak langsung anggaran pembangunan pemerintah
. daerah berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

Salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan' masyarakat adalah
pendapatan perkapita yang diproksikan dari PDRB perkapita . Semakin
besarnya  pendapatan masyarakat maka diharapkan akan menyebabkan
kemampuan membayar pajak masyarakat menjadi semakin besar. Pada
penelitian ini juga terbukti bahwa pendapatan perkapita yang diproksikan
dengan PDRB/ perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penerimaan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan teori perpajakan bahwa

penerimaan pajak ‘akan sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita dan

Jjumlah penduduk (Musgrave dan Musgrave, 1989).
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Pada penelitian ini juga sejalan dengan penclitian sebelumnya
seperti yang dilaporkan Jaka Sriyana (1999) pada penelitian di 27 propinsi
se Indonesia, dan Nawang Astaning Widiastuti (2000) pada penelitannya
di Jawa Timur bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap
penerimaan pemerintah daerah (PAD).

Jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penerimaan pajak daerah. Hal ini sesnai dengan penelitian sebelumnya
seperti yang dilaporkan oleh Agus Wantara (1997) dalam penelitiannya di
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nawang Astaning W (2000) dalam
penelitiannya di Jawa Timur, bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung
ke daerah memiliki pengaruh positif dan sigm'ﬁkan terhadap penerimaan
daerah yang berasal dari pajak daerah. Wisaiawan baik domestik maupun
~yang berasal dari ‘mancanegara senantiasa akan membelanjakan sebagian
atau seluruh uané yang dibawa untuk keperluan akomodasi dan membelt
cindera mata. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah
maka semakin banyak uang yang mengalir atau berputar di daerah sekitar
obyek wisata. Kondisi akan mendorong timbulnya kegiatan ekonomi di
daerah sekitar obyek wisata untuk melayani kebutuhan wisatawan dari-
menjual hasil produksi produksinya untuk diperdagangkan di sekitar obyek
wisata. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung maka mendorong
semakin besar kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, dan semakin besar
kegiatan ekonomi, maka pajak yang dapat dipungutpun menjadi semakin

besar. Beberapa jenis pajak daerah yang dapat dipungut dalam kaitannya
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dengan wisatawan yang berkunjung ke daerah adalah dari pajak hiburan,
pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.

Jumlah hotel memberikan pengaruh kurang signifikan terhadap
penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah., Hasil ini sesuai dengan
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Jamli dan Astti
Rahayu (1997) di Yogyakarta. Pendirian hotel di daerah pada umumnya
dilakukan oleh swasta, dan sebagian kecil yang dilakukan oleh pemerintah
daerah melalui perusahaan daerab atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).

Hotel yang berdiri baik kelas melati maupun berbintang senantiasa

dilandasi oleh peluang pasar yang ada atau didasarkan oleh permintaan

Jpasar penginapan. Semakin besar atau banyak wisatawan yang berkunjung

ke daerah maka permintaan tempat penginapan semakin besar. Dengan
semakin banyak jumlah hotel yang ada di daerah memberikan gambaran
semakin besarnya potensi turisme atau pariwisata daerah, dan semakin
besar pula pajak daerah yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor
perhotelan tersebut. Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang
pemungutan dan penetapannya diserahkan daerah kabupaten / kota.
Dengan demikian semakin banyak hotel yang ada di daerash maka
menyebabkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel yang dapat
dipungut pemerintah daerah menjadi semakin besar.

Jumlah hotel yvang ada di kabupaten/kota jumlahnya relatif kecil dan

penyebarannya tidak merata. Industri hotel cendering berada pada kota-
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kota besar dimana sektor jasa telah berkembang . Pada daerah dengan sektor
utama / dominan pertanian industri perhotelan kurang berkembang baik
dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan demikian dapat dipahami
apabila jumlah hotel kurang berperan dalam penerimaan pemerintah dari
sektor pajak daerah

Peranan hotel sebagai bagian dari industri jasa kepariwisataan dewasa
ini juga perlu mendapat perhatian pemerintah. Hal ini disebabkan karena
ditetapkannya  sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang dapat
mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat selain sektor industrd dan
pertanian. Dengan berkembangnya sektor pariwisata diharapkan akan
memberikan dampak  semakin berkembangnya sektor lain, yaitu
perdagangan dan mendorong meningkatnya investasi di daerah. Menyadari
hal tersebut pemerintah daerah Jawa Tengah pada saat ini mengembangkan
kebijakan yang sinergis antara pariwisata, pe;dagangan dan investasi dalam
suatu paket kegiatan promosi untuk memperkenalkan potensi ekonomi Jawa

Tengah pada sektor swasta baik lokal, nasional maupun mancanegara.




BAB VI
PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab

terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1.  Faktor yaﬁg mgmpengamhi penerimaan pajak daerah Kabupaten/kota
di Jawa Tengah pada tahun 1998 — 2001 adalah pendapatan perkapita,
jumlah wisatawan, anggaran pembangunan pemerintah daerah /
investasi pemerintah daerah, daya listrik. Sedangkan jumlah hotel

tidak berpengaruh secara signifikan.

2. Pengaruh daya listrik terhadap penerimaan pajak daerah
kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah cukup signifikan mengingat
tingkat okupasinya yang demikian tinggi, dalam arti hampir sebagian
besar wajib pajak membutuhkan daya listrik baik sebagai sarana

produksi maupun kehidupan sehari —hari.

3. Pengaruh investasi terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota
di Propinsi Jawa Tengah cukup signifikan karena semakin banyak
investasi yang ditanamkan akan menambah jumlah wajib pajak baik
secara kualitas maupun Kuantitas, sehingga jumlah pajak yang dapat
dikumpulkan makin banyak pula .

4.  Pengaruh pendapatan perkapita terhadap ﬁenerimaan pajak daerah

kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah cukup signifikan karena
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apabila penciapatan rata-rata meningkat maka perubahan dalam pola
konsumsi bagi perekonomian secara keseluruhan akan terjadi yang

berakibat pada penerimaan pajak

5. Pengaruh ‘wisatawan terhadap penerimaan  pajak  daerah

kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah cukup signifikan karena

wisatawan merupakan subyek pajak terutama dari hotel dan restauran
~ yang melakukan pembayaran ( PP no 65 / 2001 ) sehingga laju

wisatawan berpengaruh positif terhadap pajak daerah

6.  Variabel jumlah hotel tidak signifikan, hal ini disebabkan karena
Jumlah hotel yang ada di kabupaten/kota jumlahnya relatif kecil dan
penyebarannya tidak merata. Industri hotel cenderung berada pada
kota-kota besar dimana sektor jasa telah berkembang . Pada daerah
dengan sektor utama / dominan pertanian industri perhotelan kurang
berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan
demikian dapat dipahami apabila jumlah hotel kurang berperan

dalam penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah

6.2. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendorong peningkatan penerimaan pemerintah daerah yang
berasal dari pajak daerah maka peran pemerintah daerah sangat diperiukan
terutama dikaitkan dengan kebijakan dan strategi pembangunan sebagai

berikut :
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Dengan berarnya elastisitas daya listrik terhadap penerimaan pajak
daeral, maka pemerintah diharapkan mampu menyediakan  daya
listrik ( khﬁsusnya daya listrik sebagai sarana produksi) yang
seimbang dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, mengingat
pertambahan jumlah penduduk yang terjadi akan mempengaruhi
peningkatan pemanfaatannya. Selain itu pengelolaan agar mutu baik
Juga perlu dilakukan sekaligus harga yang terjangkau karena semua itu

akan sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak daerah

Anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota sebaiknya digunakan
untuk mengembangkan ekonomi daerah yang berdampak pada
peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga kemampuan

masyarakat dalam membayar pajak daerah semakin meningkat.

Untuk menggugah kesadaran masyarakat membayar pajak , investast
pemerintah daerah perlu di.tﬁlgkatkan terutama pada jenis investasi
yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dengan adanya
rasa percaya pada masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan
telah dimanfaatkan dengan baik, diharapkan masyarakat tergugah

tintuk taat membayar kewajiban pajaknya.
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